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RESUME HASIL AUDIT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Kegiatan . Resertifikasi PHL
Sasaran Kegiatan :  PT Tanjung Redeb Hutani (PT TRH)
Alamat Kantor :JI HAA.RR.M. Ayoeb RT XIll Gunung Tabur Tanjung Redeb -
Kab. Berau, Kalimantan Timur
Nomor Izin Berusaha ;8120113022568 Perubahan ke-2 tanggal 24/05/2022
Jenis Izin Usaha . Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan
Produksi
SK PBPH :  No. SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 Tanggal 17
April 2017 Jo. SK.685/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal
10 September 2021
Luas dan Lokasi Areal : +185.840 Hektar
PBPH Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Nomor S-PHL : 007.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 22 Juni 2025
Tanggal Pelaksanaan 28 Mei - 4 Juni 2025
Audit
Metode . On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH)
Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi sesuai
Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022.
Susunan Tim Audit : a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat) / Ketua Tim
b) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut. (Auditor PHL
Produksi)
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut, (Auditor PHL Ekologi)
d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHL Bidang Sosial)
e) Muhammad Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLHH Kayu)
Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen
Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN

LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
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1.  LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT
1.1. DASAR

Surat tugas tim audit No. 18/017/ST/PHL-RE/TRH/03.2025 Tanggal 10 April 2025
Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan
resertifikasi PHL pada PBPH PT Tanjung Redeb Hutani di website SILK dan LPVI
PT Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 6 Mei 2025

Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH)
No. S.112/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/05/2025 Tanggal 8 Mei 2025

Audit Plan Kegiatan Resertifikasi Pada PT Tanjung Redeb Hutani dibuat dan
disampaikan ke auditi tanggal 10 Mei 2025

a)
b)

d)

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

1.

Koordinasi dengan
instansi kehutanan di
daerah sebelum
penilaian lapangan

Rapat Konsultasi Publik

Pelaksanaan audit
lapangan
Pertemuan pembukaan

Verifikasi dokumen dan
observasi lapangan

Pertemuan Penutupan

Koordinasi dengan
instansi kehutanan di
daerah setelah penilaian
lapangan

Dilakukan dengan instansi :

a) BPHL Wilayah Xl Samarinda, tanggal 28 Mei
2025 di Kota Samarinda,

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
tanggal 28 Mei 2025 di Kota Samarinda.
Tanggal 29 Mei 2025

Lokasi areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani di Kab.
Berau Prov. Kalimantan Timur

Tanggal 29 Mei 2025
Tanggal 29 Mei s.d 02 Juni 2025 meliputi audit
pemenuhan :

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing
untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan
Sosial; dan

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH.
Tanggal 02 Juni 2025

Dilakukan dengan instansi :

a) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
tanggal 4 Juni 2025 di Kota Samarinda -
Kalimantan Timur

b) BPHL Wilayah XlIl Samarinda, tanggal 4 Juni
2025 di Kota Samarinda — Kalimantan Timur
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2. RESUME HASIL AUDIT
2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL :

1. ASPEK PRASYARAT

Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.1.1 : | Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja
TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).

Bobot 1

NILAI KINERJA | : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan : | PT Tanjung Redeb Hutani merupakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Justifikasi Hutan untuk pemanfaatan hutan tanaman dengan dokumen legal sesuai

keputusan Menteri yang menangani masalah kehutanan sebagai berikut :

1) SK. Menhut No. 641/Kpts-11/1996 tanggal 8 Oktober 1996 untuk jangka
waktu 43 tahun sampai dengan 28 April 2036.

2) SK Menhut No. 329/Menhut-11/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang
mengubah luas areal menjadi +187.920 Ha.

3) SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016
yang mengubah luas areal menjadi +185.840 Ha.

4) Keputusan MenLHK : SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017
tanggal 17 April 2017 yang merupakan addendum kesatu keputusan
Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016.
Addendum ini memberikan kewajiban atas areal yang terbakar dan tidak
mengubah luas areal.

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.685/Menlhk/Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, yang
mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman.

Realisasi penataan batas PT Tanjung Redeb Hutani sudah temu gelang di

mana kegiatan pemancangan batas di lapangan telah dilakukan secara

keseluruhan berupa pemancangan batas sendiri dan rekonstruksi batas
dengan realisasi pemancangan batas sepanjang 743.910,87 meter dari
target pada dokumen Instruksi kerja sepanjang +709.257,65 meter.

PT Tanjung Redeb Hutani telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja

Hasil Tata Batas seluas 160.063,13 Ha pada 2 (dua) blok yaitu Blok | di

wilayah Sambarata dan Birang dan Blok Il di wilayah Suaran, sedangkan

pada Blok Ill wilayah Tabalar masih dalam proses penetapan areal kerjanya.

Terdapat lampiran Peta Penetapan Areal Kerja sebagai berikut :

1) Blok I seluas 91.290,54 Ha sebanyak 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar Peta
Penetapan, Wilayah Sambarata dan 1 (satu) lembar Peta Penetapan
Wilayah Birang;

2) Blok Il seluas 68.772,59 Ha hanya 1 (satu) lembar Peta Penetapan
Wilayah Suaran:

Ketersediaan dokumen tata batas di kantor lapangan dinilai lengkap sesuai

dengan tingkat realisasinya di lapangan.

2. Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

Bobot 12

NILAI KINERJA | : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
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Ringkasan
Justifikasi

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kewajiban penataan batas sepanjang
+709.257,65 meter dan telah dilakukan pemancanagan batas temu gelang
sepanjang 743.910,87 meter (104,88%). Pemancangan batas yang
dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen rencana tata batas dan
instruksi kerjanya sebagaimana tercantum pada dokumen laporan tata batas
sebagai berikut :

Panjang Batas (m %
Wilayah/ Blok | -2POran jang (m) >
TBT Rencana Realisasi
Suaran Blok Il 1261/
1997 43.200,00 43.350,06 | 100,35
1220/
1997 73.500,00 78.166,40 | 106,35
1288 /
1998 55.650,00 55.681,00 | 100,06
1220/
1997 50.082,65 50.082,65 | 100,00
Jumlah1 | 222.432,65 | 227.280,11 | 102,18
Sambarata 1224 /
Blok | 1997 55.550,00 57.733,28 | 103,93
1199/
1997 58.200,00 58.522,10 | 100,55
Jumlah2 | 113.750,00 | 116.255,38 | 102,20
Birang Blok | 1216/
1997 53.350,00 52.590,85 98,58
1222/
1997 52.650,00 52.588,84 99,88
1292/
1997 75.000,00 73.778,75 98,37
1235/
1997 57.850,00 60.841,43 | 105,17
Jumlah 3 | 238.850,00 | 239.799,87 | 100,40
Tabalar Blok 1322/
]l 1998 59.350,00 64.864,51 88,25
1360/
1999 60.975,00 95.699,80 | 156,95
BATB
2016 13.900,00 11.200,00 87,77
Jumlah4 | 134.225,00 | 160.575,51 | 119,63
Total 709.257,65 | 743.910,87 | 104,88

Terhadap realisasi pemancangan batas yang sudah temu gelang tersebut,
PT Tanjung Redeb Hutani telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja,
namun hanya pada Blok | di wilayah Sambarata dan Birang dan Blok Il di
wilayah Suaran. Luas areal pada Blok | dan Blok Il yang telah ditetapkan dari
hasil tata batas seluas 160.063,13 Ha terdiri dari :

1) Blok | seluas 91.290,54 Ha sebanyak 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar
Peta Penetapan, Wilayah Sambarata dan 1 (satu) lembar Peta
Penetapan Wilayah Birang;

2) Blok Il seluas 68.772,59 Ha hanya 1 (satu) lembar Peta Penetapan
Wilayah Suaran.

Namun demikian untuk Blok Il Wilayah Tabalar walaupun sudah ditata batas
temu gelang, mash belum mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja
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dikarenakan menunggu jawaban dari instansi lain (Kementerian
Transmigrasi) terkait alokasi areal untuk rencana penempatan transmigrasi
yang sebagian arealnya masuk ke dalam wilayah PT Tanjung Redeb Hutani
di Wilayah Tabalar.

PT Tanjung Redeb Hutani telah mengajukan surat permohonan untuk

penetapan areal kerja areal Blok Il kepada Direktur Pengukuhan dan

Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai

surat No. 015/1V/04-2023 tanggal 17 April 2023.

PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan pemeliharaan batas pada tahun

2021 - 2025 sesuai dengan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

pemeliharaan batas konsesi.

Hasil obsevasi dan pengecekan pada batas yang dipancang dan dipelihara

di lapangan pada trayek A-B dan trayek C-D adalah sebagai berikut :

1) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Tabalar Patok No. Z-19 pada koordinat N 01° 42’ 34,6”; E 117° 56’
40,3”; dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 15x15 cm dan
terdapat penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan
pada patok bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai

2) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Tabalar Patok No. Z-20 pada koordinat N 01° 42’ 10,2”; E 117° 56’
19,9”; dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 15x15 cm dan
terdapat penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan
pada patok bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

3) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Tabalar Patok No. Z-21 pada koordinat N 01° 42’ 10,3”; E 117° 56’
20,1”; dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 15x15 cm dan
terdapat penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan
pada patok bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

4) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Tabalar Patok No. P-253 pada koordinat N 01° 42’ 35,4”; E 117° 56’
40,4”; dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 10x10 cm dan
terdapat penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan
pada patok bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

5) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Tabalar Patok No. P-33 pada koordinat N 01° 50’ 44,4”; E 117° 48’
32,2”; dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 15x15 cm dan
terdapat penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan
pada patok bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

6) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Suaran Patok No. P-6 pada koordinat N 02° 00’ 49,0”; E 117° 40’ 49,4”;
dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 15x15 cm dan terdapat
penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan pada patok
bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

7) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Suaran Patok pengganti saat pemeliharaan batas tidak bernomor pada
koordinat N 02° 00’ 45,5”; E 117° 40’ 52,7”; dijumpai patok batas dari
kayu ulin ukuran 10x10 cm dan terdapat penandaan batas dengan cat
warna merah pada pohon dan pada patok bantu sepanjang jalur dengan
lokasi yang sesuai.

8) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Suaran Patok pengganti saat pemeliharaan batas tidak bernomor pada
koordinat N 02° 00’ 43,6”; E 117° 40’ 54,6”; dijumpai patok batas dari
kayu ulin ukuran 10x10 cm dan terdapat penandaan batas dengan cat
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warna merah pada pohon dan pada patok bantu sepanjang jalur dengan
lokasi yang sesuai.

9) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Suaran Patok No. P-51 pada koordinat N 02° 01’ 25,5”; E 117° 41’ 05,0”;
dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran 10x10 cm dan terdapat
penandaan batas dengan cat warna merah pada pohon dan pada patok
bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

10) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal PPKH PT
Berau Coal Wilayah Suaran Patok Batas No. P-41 pada koordinat N 02°
02’ 31,6”; E 117° 41’ 08,2”; dijumpai patok batas dari kayu ulin ukuran
15x15 cm dan terdapat penandaan batas dengan cat warna merah pada
pohon dan pada patok bantu sepanjang jalur dengan lokasi yang sesuai.

11) Patok Batas PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan areal APL Wilayah
Suaran Patok Nomor P-255 berbatasan dengan PPKH PT Berau Coal
pada koordinat N 02° 02’ 31,9”; E 117° 41’ 07,8”; dijumpai patok batas
dari kayu ulin ukuran 15x15 cm dan terdapat penandaan batas dengan
cat warna merah pada pohon dan pada patok bantu sepanjang jalur
dengan lokasi yang sesuai

3. Verifier 1.1.3

Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK
(Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)

Bobot 1

NILAI KINERJA Not Applicable (N/A)

Ringkasan Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat diketahui
Justifikasi bahwa pada areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani tidak dijumpai adanya

perizinan berusaha dan penggunaan areal kerja tanpa melalui skema
perizinan KLHK.

Di lapangan terdapat penggunaan areal PT Tanjung Redeb Hutani melalui
Skema Perizinan KLHK berupa PPKH untuk pertambangan batubara kepada
PT Berau Coal, PT Berau Bara Energi, PT Nusantara Berau Coal, dan PT
Artha Tunggal Mandiri; dan PPKH untuk Migas kepada PT ACG/ SKK
MIGAS; serta penggunaan untuk infrastruktur dan fasilitas umum berupa
jalur sutet dan jalan raya kepada PT PLN Persero dan kepada Pemda Berau
dengan total areal seluas 10.704,37 Ha.

4, Verifier 1.1.4

Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3X2=6

Ringkasan Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa areal klaim lahan
Justifikasi untuk kegiatan perladangan masyarakat, dan penguasaan dari adanya

Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baik untuk kegiatan
pertambangan maupun untuk jalur SUTET dengan data dan informasi
sebagai berikut :

1) Penguasaan lahan berupa klaim lahan oleh masyarakat dan kelompok
masyarakat dengan perkembangann penyelesaian sampai dengan bulan
Mei 2025 masih tersisa seluas 1.894,36 Ha terdiri dari wilayah Tabalar
sebanyak 4 Kelompok klaimer seluas 371,49 Ha; Wilayah Suaran
sebanyak 4 Kelompok klaimer seluas 1.487,50 Ha; Wilayah Sambarata
sudah diselesaikan dan Wilayah Birang sebanyak 1 Kelompok klaimer
seluas 35,37 Ha.

2) Penguasaan lahan berupa izin PPKH sebanyak 14 PPKH dengan luas
areal overlapping seluas 10.704,37 Ha.
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Dengan demikian penguasaan areal oleh uditi selaku pemegang PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani sebesar 185.840 Ha — 12.598,73 Ha = 173.241,27 Ha
atau sebesar 93% dari luas izin PBPH seluas 185.840 Ha

Nilai Kinerja
Indikator 1.1

15/15x100% = 100,00% = BAIK

Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

Verifier 1.2.1

Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL

Bobot

1

NILAI KINERJA

BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan
Justifikasi

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi
Perusahaan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama
PT Tanjung Redeb Hutani Nomor : 01/SK-I/01-2021 tentang Penetapan Visi
dan Misi Perusahaan Tahun 2021 yang dibuat di Jakarta, tanggal 02 Januari
2021.

Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi
dan misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup
aspek ekonomi (produksi), aspek ekologi/lingkungan, dan aspek sosial.
Dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana
pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi,
kelestarian ekologi dan kelestarian sosial berdasarkan peraturan yang
berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Visi dan Misi dari PT Tanjung
Redeb Hutani sesuai dengan kerangka PHL.

Visi misi telah diosialisasikan kepada Karyawan dan Mitra Kerja berupa
pemasangan banner visi dan misi, pencantuman visi dan misi pada nametag
karyawan dan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada karyawan dan
mitra kerja di kantor Gunung Tabur dan di Kantor Wilayah.

Kegiatan sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat telah dilakukan di
seluruh wilayah dan desa binaan sesuai dengan dokumen berita acara
sosialisasi sejak tahun 2021-2025.

Verifier 1.2.2

Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

Hasil verifikasi dan penilaian di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan
hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai
berikut :

1) Misi menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman secara lestari
dan bersertifikat telah diimplementasikan yaitu telah memperoleh
sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan predikat BAIK. (Bobot 1, Nilai
20%)

2) Misi mengelola kawasan hutan sebagai suatu ekosistem untuk
kelestarian biofisik dan sosial, yang dapat memberikan manfaat secara
holistic telah diimplementasikan namun belum seluruhnya khususnya
implementasi kelola lingkungan yang belum sepenuhnya dilaksanakan
sesuai dengan dokumen RKL RPL dengan keseimbangan antara
pemanfaatan kayu tumbuh alami dengan penanaman HTI. (Bobot 0,8
nilai 16%)

3) Misi memberdayakan masyarakat dan dunia usaha setempat dalam
mengelola hutan dengan kerjasama yang saling menguntungkan telah
diimplementasikan melalui program kerjasama kemitraan melalui
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tanaman kehidupan pada sebagian wilayah, kerjasama sebagai rekanan
dan rekrutmen tenaga kerja, namun masih perlu ditingkatkan mengingat
masih luasnya areal okupasi lahan dan penanaman kelapa sawit di
dalam areal PT Tanjung Redeb Hutani. (Bobot 0,7 Nilai 14%)

4) Misi mensinergikan pengelolaan hutan tanaman dengan pembangunan
daerah secara optimal telah diimplementasikan sebagian berupa
kontribusi PNBP dari PSDH dan DR, pemberian bantuan dalam program
kelola sosial kepada masyarakat, aksesibilitas masyarakat
menggunakan jalan perusahaan, kesempatan berusaha dan lainnya
namun belum sepenuhnya seperti pencapaian realisasi penanaman dan
penyerapan tenaga kerja yang masih belum sesuai, realisasi
pencapaian produksi pemanfaatan kayu dan pemanenan HTI yang
belum sesuai rencananya sehingga kontribusi PSDH dan DR masih
belum optimal dan penerapan pola kemitraan dengan masyarakat yang
belum seluruhnya diterapkan. (Bobot 0,7 Nilai 14%)

5) Misi pengembangan multi usaha kehutanan berbasis potensi dan
kompetensi sumber daya perseroan dinilai telah diimplementasikan
dalam tahapan penyusunan dan pengesahan dokumen RKUPH Multi
Usaha Kehutanan dengan jenis usaha pemanfaatan budidaya kayu,
HHBK, Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan berupa Pemulihan
Lingkungan, Wisata Alam, Jasa Aliran Air, Pemanfaatan Air,
Perlindungan keanekaragaman hayati serta penyerapan dan/ atau
penyimpanan karbon dan penyusunan strategi usaha dan studi
kelayakan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan bekerjasama
dengan IPB University. (Bobot 0,4 Nilai 8%)

Dengan demikian, visi dan misi PT TRH telah diimplementasikan sebagian
dengan nilai sebesar (20%+ 16%+14%+14%+8%= 72%)

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

7/9x100% = 77,78% = SEDANG

Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan

pengelolaan hutan lestari.

1. Verifier 1.3.1

Ketersediaanorganisasi pengelolaan hutan yang menjamin
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan Struktur Organisasi PT Tanjung Redeb Hutani selama periode audit telah
Justifikasi ditetapkan oleh Direktur Utama No. 062/SK-1/2020 tanggal 30 Juli 2020. Dan

pada tahun 2023 terdapat perubahan struktur organisasi PT Tanjung Redeb
Hutani menyesuaikan dengan perkembangan organisasi yang ada
sebagimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama No.
026/SK-1/01-2023 tanggal 17 Januari 2023. Terdapat lampiran SK berupa
Bagan Struktur Organisasi dan Job Description atau uraian tugas pada
masing-masing jabatannya.

Struktur Organisasi terbaru PT Tanjung Redeb Hutani diverifikasi telah
disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHL.

2. Verifier 1.3.2

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan,
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot

2

Halaman 8 dari 81




0» /

Y KAN

Komite Akreditasi Nasional

F1-02.15 Rev.1

LPVI-017-1DN
NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
Ringkasan Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Tanjung Redeb
Justifikasi Hutani sampai dengan saat audit :

1) Sarjana Kehutanan :

- Total dimiliki saat ini 6 (enam) orang.

- Bertugas di lapangan sejumlah 3 (tiga) orang dengan penempatan
pada bagian operasional lapangan seperti Manager Lingkungan,
Litbang, Tata Usaha Kayu dan di bagian administrasi 3 (tiga) orang.

2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :

- Total dimiliki saat ini 11 (sebelas) orang.

- Bertugas di lapangan sejumlah 11 (sebelas) orang, berada di bagian/
jabatan seperti GM Operasional, GANISPH, Staf Khusus, Supporting
Data, Pengamanan Hutan dan Lahan, Perencanaan, TUK dan jabatan
fungsional lainnya

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :

No. | GANISPH JUMLAH _ Bida.ng Penugasan
RKUPH | Keperluan | Realisasi di Lapangan

1. | Kurpet 2 2 3 Pengukuran dan
Perpetaan

2. | Canhut 6 4 5 Inventarisasi dan
Perencanaan

3. | Binhut 8 8 8 Kelola sosial dan
lingkungan

. | Nenhut 4 4 5 Harvesting HTI

5. | PKB 8 16 9 LHP; SKSHHK-KB

dan P3KB
Jumlah 28 34 30

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang
diberikan, untuk GANISPH tersedia, meliputi :
a. Sertifikat Pelatihan;
b. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH;
c. Kartu/SIM GANISPH;
d. SK Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XlII dan
e. SK Penempatan Direksi dari SIGANISHUT

3. Verifier 1.3.3

Peningkatan kompetensi SDM

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis
Justifikasi Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Tanjung

Redeb Hutani dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per

tahun.

Peningkatan kompetensi SDM tenaga Profesional Kehutanan dan GANISPH

dengan melakukan inhouse training dan uji kompetensi serta penilaian

kinerja GANISPH sebagai berikut :

a) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun
2020/2021 PT Tanjung Redeb Hutani terealisasi sebanyak 38 orang dari
41 orang yang direncanakan (93%) pada berbagai jenis pelatihan.

b) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun
2022 PT Tanjung Redeb Hutani terealisasi sebanyak 8 orang dari 8
orang yang direncanakan (100%) pada berbagai jenis pelatihan.

c) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun
2023 PT Tanjung Redeb Hutani terealisasi sebanyak 28 orang dari 28
orang yang direncanakan (100%) pada berbagai jenis pelatihan.
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d) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun
2024 PT Tanjung Redeb Hutani terealisasi sebanyak 13 orang dari 13
orang yang direncanakan (100%) pada berbagai jenis pelatihan

e) Sedangkan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya
pada tahun 2025 sampai dengan pelaksanaan audit bulan Mei 2025 PT
Tanjung Redeb Hutani belum dilaporkan dan sisanya akan dilaksanakan
pada semester Il tahun 2025.

Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan
(Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis
lain) dan bidang lainnya di PT TRH pada tahun 2020 - 2024 rata-rata
sebesar 98% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Namun dokumen pendukungnya tidak disajikan secara lengkap dan untuk
tahun 2025 belum terealisasi dan akan direalisasikan pada semester Il tahun
2025

4, Verifier 1.3.4

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan
tenaga lain)

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya
Justifikasi merupakan tenaga tetap PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dan diverifikasi :

1. ljazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi tersedia dan disajikan
keseluruhan.

2. Kartu GANISPH diverifikasi telah lengkap sesuai data pada sistem
SIGANISHUT

3. SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap, telah
mendapatkan SK Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah Xl
Samarinda.

4. SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap, pada seluruh GANISPH
yang dimiliki.

5. Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT Tanjung Redeb
Hutani telah melakukan uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi
keseluruhannya.

6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi belum sepenuhnya
sesuai dengan kompetensinya

7. Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi seluruh GANISPH
merupakan karyawan PT Tanjung Redeb Hutani.

8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti
penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang
karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan

Nilai Kinerja
Indikator 1.3

19/21x100% = 90,48% = BAIK
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Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P
emegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.4.1 . | Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
Bobot 2
NILAI KINERJA | : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
Ringkasan : | 1) PT Tanjung Redeb Hutani telah ditunjang peralatan elektronik sebagai
Justifikasi barang inventaris penunjang operasional di lapangan, dan pada periode

audit diverifikasi bahwa PT Tanjung Redeb Hutani secara khusus tidak
memiliki program atau aplikasi perusahaan dari sistem informasi atau
program khusus untuk melakukan pelaporan kegiatan produksi. Sistem
yang digunakan merupakan sistem informasi secara umum dan aplikasi
dari Kementerian Kehutanan yang dijadikan pelaporannya.

2) Secara operasional, sistem informasi yang digunakan mengacu kepada
sistem dan menjalankan aplikasi namun dikhususkan pada kegiatan
operasional plantation atau pembangunan tanaman. Dalam prakteknya
pengawas lapangan melaporkan progres dan kemajuan realisasi
kegiatan di lapangan melalui sistem informasi berbasis IT yang dimiliki
dengan menggunakan bantuan peralatan komputer serta peralatan
elektronik lainnya.

3) Keberadaan jaringan internet di Kantor Gunung Tabur, di kantor wilayah,
dan di Logpond serta pada beberapa tempat di areal PT TRH, untuk
kepentingan komunikasi, pengiriman data dan informasi serta laporan

4) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang
bertugas untuk menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan
informasi dan menyajikannya menjadi laporan yang siap digunakan.

5) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang
dijadikan sarana untuk berbagi data dan informasi lainnya.

2. Verifier 1.4.2 Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya
Bobot 1
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : | Personil Tim SPI PT Tanjung Redeb Hutani telah ditunjuk sesuai dengan
Justifikasi Keputusan Direktur PT Tanjung Redeb Hutani No. 217/SK-I/8-2020 tanggal

14 Agustus 2020 yaitu atas nama Syahruddin berkedudukan di Kantor
Gunung Tabur.

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen SOP terkait internal audit atau
SPI dengan dokumen No. 01/TRH-SPI-Doc/X/2020 Revisi 02 tanggal 1
Oktober 2020 yang mengatur tentang proses pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pada kegiatan Operasional dan non operasional PT TRH serta
tinjak lanjut hasil pemeriksaannya. SOP dilengkapi dengan form hasil
pemeriksaan dan pelaporan serta flowchartnya.

Tim SPI PT TRH telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama
periode audit setiap tahunnya berupa audit internal pada seluruh aspek
kegiatan operasional dan administrasi.

Tim SPI PT TRH telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi namun
dinilai masih belum efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.

3. Verifier 1.4.3 : | Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring
dan evaluasi.
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Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Hasil verifikasi pada laporan SPI tahun 2020 masih belum efektif
Justifikasi menjangkau pada seluruh kegiatan dan pada laporan SPI tidak

menunjukkan bahwa seluruh temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi telah
ditindaklanjuti khususnya terkait kegiatan penanaman dan pemeliharaan.
Tindaklanjut temuan SPI hasil pemeriksaan minitoring dan evaluasi pada
tahun 2021 juga masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti mengingat adanya
dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan operasional
di lapangan yaitu target kegiatan di lapangan yang tidak tercapai/ terealisasi
baik target RKT 2020 maupun RKT 2021 sehingga manajemen mengambil
keputusan untuk merumahkan sebagian karyawannya di samping
melakukan upaya untuk perbaikan atau pembaruan rencana jangka panjang
Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek
pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi
hasil temuan SPI pada tahun 2021 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan
namun saran dari SPI belum dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan.
Demikian pula pada pada temuan audit tahun 2022 yang tidak menemukan
ketidaksesuaian saran tindak lanjut dinilai masih belum sepenuhnya
diselesaikan dibuktikan dengan masih dicantumkan kembali saran dan
tindaklanjut pada kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

Untuk hasil temuan SPI tahun 2023 diverifikasi telah ditindaklanjuti secara
keseluruhan sebagaimana laporan SPI Semester Il tahun 2023 yang
menyatakan bahwa laporan SPI Semester | telah ditindaklanjuti seluruhnya,
sedangkan pada laporan SPI Semester Il tahun 2023 hasil pemeriksaan SPI
tidak menemukan adanya ketidaksesuaian pada aspek yang diperiksa.
Demikian pula pada laporan SPI tahun 2024 diverifikasi kegiatan SPI yang
melakukan monitoring dan evaluasi tidak menemukan adanya
ketidaksesuaian pada obyek dan aspek yang diperiksa

4, Verifier 1.4.4

Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan PT Tanjung Redeb Hutani telah menunjuk personel / kelompok personel
Justifikasi sebagai operator atau tenaga pelaksana sistem informasi milik Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi lainya, berdasarkan
SK Direksi, meliputi :

No. Nama Sistem Tenaga SK Direksi
Informasi Pelaksana

1 SEHATI/ Khusnul No. 009/SK.V/01-2021 tanggal

SICAKAP/ Khotimah 02/01/2021
IPASHUT

SIPASHU Riyanto No. 057/SK.V/10.2022 tanggal
10/10/2022

2 SIPUHH dan Joko Sarono No. 008/SK.V/01-2021 tanggal
SIPNBP 02/01/2021

3 SIGANISHUT Linda Rusmita No. 011/SK.V/01-2021 tanggal
02/01/2021

3 SIMPEL Hendra No. 010/SK.V/01-2021 tanggal
Gunawan 02/01/2021
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Waldiyanto, No. 011/SK.V/06-2022 tanggal
S.Hut. 15/06/2022

4 SIPONGI Hendra No. 010/SK.V/01-2021 tanggal
Gunawan. 02/01/2021
Waldiyanto, No. 011/SK.V/06-2022 tanggal
S.Hut. 15/06/2022

Hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM yang
dilakukan oleh PT TRH menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada SIM
Kementarian LHK (Kemenhut) diverifikasi telah dilaporkan secara rutin dan
patuh setiap bulannya telah dilaporkan tepat waktu untuk pelaporan
SIPASHUT, SIMPEL dan SIPONGI, SIPUHH dan SIPNBP dan SIGANISHUT.
Di kantor lapangan diverifikasi terdapat sarana dan prasarana serta personil
SDM operator dan jaringan internet yang baik dan mampu untuk melakukan
pelaporan SIM Kementerian Kehutanan secara online dan berbasis IT
dengan baik.

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

18/21x100% = 85,71% = BAIK

Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1. Verifier 1.5.1

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,

(Bobot: 2) keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Selama periode audit tahun 2020 - 2025, PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
Justifikasi telah menyusun dan menetapkan RKT, masing-masing untuk tahun 2020;

2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 secara self approval.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan pertemuan konsultasi
dengan masyarakat Desa yang terdampak langsung operasional kegiatan
RKT, untuk mengidentifikasi kegiatan RKT yang berpotensi mempengaruhi
hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang
dilindungi oleh masyarakat, namun belum dilakukan secara menyeluruh
kepada desa terdampak dan rutin setiap tahunnya yaitu :

PELAKSANAAN PADIATAPA

No Desa Terdampak
A | Tahun 2020 -

1 | Kampung Suaran, -

Kampung Pilanjau, -
BAP Sosialisasi RKT tanggal

Kampung Rantau

Panjang, 13/02/2020
4 | Kampung Buyung BAP Sosialisasi RKT tanggal
Buyung, 14/02/2020

Kampung Semurut, -

Kampung Tubaan -

BAP Sosialisasi RKT tanggal
12/02/2020

Kampung Tabalar Ulu,
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8 | Kampung Bukit Makmur BAP Sosialisasi RKT tanggal
Jaya, 22/01/2020
Kampung Gunung Sari, -
10 | Kampung Tasuk BAP Sosialisasi RKT tanggal
16/01/2020
11 | Kampung Marancang Ulu | BAP Sosialisasi RKT tanggal
23/01/2020
12 | Kampung Birang -
B | Tahun 2021
1 | Kampung Suaran, BAP Sosialisasi RKT tanggal
10/03/2021
2 | Kampung Inaran, BAP Sosialisasi RKT tanggal
23/02/2021
3 | Kampung Pilanjau, BAP Sosialisasi RKT tanggal
17/03/2021
4 | Kampung Merancang Ulu | BAP Sosialisasi RKT tanggal
19/02/2021
5 | Kampung Birang -
6 | Kampung Tasuk BAP Sosialisasi RKT tanggal
19/02/2021
7 | Kampung Gunung Sari -
8 | Kampung Biatan BAP Sosialisasi RKT tanggal
Bapinang 26/03/2021
9 | Kampung Harapan Maju BAP Sosialisasi RKT tanggal
24/02/2021
10 | Kampung Tabalar BAP Sosialisasi RKT tanggal
19/02/2021
C | Tahun 2022
1 | Kampung Suaran, BAP Sosialisasi RKT tanggal
18/03/2022 di Sambaliung, dan BAP
Sosialisasi RKT tanggal 17/02/2022 di
Kampung Suaran
2 | Kampung Pesayan, BAP Sosialisasi RKT tanggal
16/02/2022
3 | Wil. Tabalar, Kampung BAP Sosialisasi RKT tanggal
Buyung Buyung, 11/02/2022 di Buyung Buyung; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 24/02/2022 di
Biatan Bapinang; BAP Sosialisasi RKT
tanggal 25/02/2022 di Bukit Makmur
Jaya; BAP Sosialisasi RKT tanggal
25/02/2022 di Kp Harapan Maju; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 23/02/2022 di
Kp Semurut; BAP Sosialisasi RKT
tanggal 23/02/2022 di Kp Tabalar Ulu;
4 | Kampung Tubaan BAP Sosialisasi RKT tanggal
20/02/2022
5 | Kampung Birang BAP Sosialisasi RKT tanggal
17/02/2022 di Kp Birang; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 09/03/2022 di
Kp Maluang; BAP Sosialisasi RKT
tanggal 09/03/2022 di Kp Melati Jaya;
BAP Sosialisasi RKT tanggal
09/03/2022 di Kp Sembakungan.
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6 | Kampung Merancang Ulu | BAP Sosialisasi RKT tanggal
20/02/2022

7 | Kampung Tasuk -

8 | Kampung Gunung Sari BAP Sosialisasi RKT tanggal
16/02/2022

D | Tahun 2023

Kampung Semurut BAP Sosialisasi RKT tanggal
20/02/2023

Kampung Tabalar Ulu BAP Sosialisasi RKT tanggal
26/01/2023

Kampung Suaran BAP Sosialisasi RKT tanggal
11/01/2023 di Kp Suaran dan BAP
Sosialisasi RKT tanggal 10/01/2023 di
Kp Pesayan

Kampung Birang BAP Sosialisasi RKT tanggal
26/01/2023 di Kp Birang; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 27/01/2023 di
Kp Melati Jaya; BAP Sosialisasi RKT
tanggal 25/01/2023 di Kp Merancang
Ulu;

Kampung Sambakungan BAP Sosialisasi RKT tanggal
25/01/2023

Kampung Tasuk BAP Sosialisasi RKT tanggal
25/01/2023

Kampung Gunung Sari BAP Sosialisasi RKT tanggal
25/01/2023

E | Tahun 2024

1 | Kampung Suaran BAP Sosialisasi RKT tanggal
21/02/2024

2 | Kampung Pesayan BAP Sosialisasi RKT tanggal
05/02/2024 di Kp Pesayan; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 09/01/2024 di
Kp Pilanjau

3 | Kampung Tabalar Ulu BAP Sosialisasi RKT tanggal
12/01/2024 di Kp. Tabalar Ulu; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 10/01/2024 di
Kp Tubaan; BAP Sosialisasi RKT
tanggal 10/01/2024 di Kp Buyung
Buyung;

4 | Kampung Semurut BAP Sosialisasi RKT tanggal
11/01/2024

Kampung Tasuk -

Kampung Birang BAP Sosialisasi RKT tanggal
15/01/2024 di Kp Birang; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 22/01/2024 di
Kp Melati Jaya; BAP Sosialisasi RKT
tanggal 22/01/2024 di Kp Merancang
Ulu

7 | Kampung Gunung Sari BAP Sosialisasi RKT tanggal
10/01/2024
F | Tahun 2025

Kampung Suaran -

Kampung Pesayan -

Kampung Tabalar Ulu -
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4 | Kampung Semurut -

5 | Kampung Tasuk BAP Sosialisasi RKT tanggal
12/03/2025
6 | Kampung Birang BAP Sosialisasi RKT tanggal

05/03/2025 di Kp Maluang; BAP
Sosialisasi RKT tanggal 11/03/2025 di
Kp Merancang Ulu;

7 | Kampung Gunung Sari BAP Sosialisasi RKT tanggal
13/03/2025

Kegiatan operasional RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman
kepada masyarakat desa terdampak. Namun dalam pelaksanaannya belum
dilakukan menyeluruh kepada seluruh desa binaan terdampak setiap
tahunnya. Kesepakatan dengan masyarakat telah dijalankan, dan
operasional RKT di lapangan telah berjalan

2. Verifier 1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan RKTPH PT TRH telah mendapat persetujuan dan pengesahan secara self
Justifikasi approval oleh Direksi sesuai dengan dokumen SK RKT dan persetujuan self

approval dan/ atau melalui aplikasi SIPASHUT seperti pada verifier 1.5.1.

Di dalam areal RKT yang dikerjakan terdapat lokasi yang ditetapkan sebagai
kawasan dilindungi dan tidak ditebang baik yang berbatasan dengan blok
RKT maupun yang berada di dalam blok RKT.

Keberadaan kawasan lindung dalam RKT berjalan telah disosialisasikan dan
mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar dengan bukti dokumen
kegiatan sosialisasi RKT yang telah dilaksanakan pada setiap RKT berjalan
seperti dokumen pada verifier 1.5.1., namun dalam pelaksanaannya belum
dilakukan menyeluruh kepada seluruh desa binaan terdampak setiap
tahunnya.

Nilai Kinerja
Indikator 1.5

6/9x100% = 66,67% = SEDANG

2. ASPEK PRODUKSI

Indikator 2.1 :

1. Verifier 2.1.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang.

Bobot 1

NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

KINERJA

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen rencana jangka panjang
Justifikasi berupa dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2018 - 2027,

mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018
tanggal 20 Februari 2018.

b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan
Juni 2025 telah mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut
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Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2018 — 2027 (Perubahan
Ke-1)

Disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.7724/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021
tanggal 20 November 2021

Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2018 — 2027 (Perubahan
Ke-2)

Disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 343 TAHUN
2025 tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPB Periode Tahun
2018 - 2027, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2025
oleh Dida Migfar Ridha, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
a.n. Menteri Kehutanan

Penataan Areal Kerja seluas + 185.840 Ha terdiri dari : kawasan
lindung / areal preservasi + 45.844 Ha, areal budidaya + 128.584 Ha,
kebun sawit + 3.069 Ha dan APL + 8.344 Ha

Kegiatan Multiusaha berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Pemanfaatan HHBK,
Pemanfaatan Kawasan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa
Kegiatan Pemulihan Lingkungan, Wisata Alam, Pemanfaatan Jasa
Aliran Air, Pemanfaatan Air, Kegiatan Perlindungan Keanekarangan
Hayati serta Kegiatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH / Revisi terakhir
RKUPH PT Tanjung Redeb Hutani telah sesuai dengan kondisinya di
lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan
hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya
yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.

2. Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana
jangka panjang.

1)
2)
3)
4)
5)

Bobot 2

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x 2 =4

KINERJA

Ringkasan a) Penataan areal kerja PBPH PT Tanjung Redeb Hutani sesuai
Justifikasi Perubahan Kedua (terakhir) RKUPH yang disahkan, meliputi :

Kawasan Lindung : 45.844 Ha

Areal Budidaya : 128.584 Ha

Kebun sawit di dalam kawasan hutan : 3.069 Ha
Areal Penggunaan Lain : 8.344 Ha

Jumlah : 185.840 Ha

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT dengan rencana jangka
panjang selama periode audit adalah sebagai berikut :

No. | Tahun Luas (Hektar) Letak
RKU RKT RKU RKT
1. [2020 | 2042288 | 16.439,57 i i
80,50 % Sesuai
2. | 2021 11.045,37 | 11.522,90 v | v
95,86 % Sesuai
3. [2022 | 1820119 | 14.96181 v | v
82,20 % Sebagain Sesuai
4. 2023 | 1820119 | 839098 vi | vy
46,10 % Sebagain Sesuai
5. [2024 | 1820119 | 7.752,08 L] vy
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42,59 % Sebagian Sesuai
6. 2025 16.950,00 17.414,44 Vil Vil
97,33 % Sesuai

Berdasarkan data di atas, sebagian letak penataan areal kerja blok RKT
sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang dengan rata-rata
tingkat kesesuaian luas sebesar 74,10 % (< 90 % ).

3. Verifier 2.1.3

Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling
5%).

Bobot 1

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

KINERJA

Ringkasan PT Tanjung Redeb Hutani menerbitkan RKT setiap tahunnya selama periode
Justifikasi

audit. Pada Blok RKT 2024 dan 2025 telah dilakukan penataan batas blok
dan compartment berupa pemasangan plang RKT, pemasangan patok &
identitas compartment.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada blok RKT 2024 dan 2025,

sebagian batas blok merupakan jalan utama, jalan cabang atau alur sungai /

anak sungai yang terlihat dengan jelas di lapangan. Hasil pengecekan

lapangan terkait penandaan identitas compartment dengan intensitas

sampling 5 % adalah sebagai berikut :

1) Blok RKT 2024 Wilayah Sambarata, total sampling 3 petak (5% dari total
60 Petak)

No. | Petak Penandaan di Koordinat Kondisi
lapangan
1. 87 Identitas Petak dan N2 18” Terlihat
Batas Petak 24.028” E 117° Jelas
20’ 28.138”
2 71D Identitas Petak dan N2 18” Terlihat
Batas Petak 55.418” E 117° Jelas
20' 10.415”
3. 72 A Identitas Petak dan N2 19” Terlihat
Batas Petak 09.002” E 117° Jelas
19’ 43.262”

2) Blok RKT 2024 Wilayah Birang, total sampling 2 petak (5% dari total 40
Petak)

No. | Petak Penandaan di Koordinat Kondisi
lapangan

1. 620 Identitas Petak dan N 2° 24" Tidak
A Batas Petak 47.409” E 117° Terlihat

30’ 06.010” Jelas

2. 409 Identitas Petak dan N 2° 16” Tidak
A Batas Petak 11.312” E 117° Terlihat

36’ 42.744” Jelas

3) Blok RKT 2025 Wilayah Sambarata, total sampling 7 petak (5% dari total
136 Petak)

No. | Petak Penandaan di Koordinat Kondisi
lapangan
1. 61B Identitas Petak dan N2°19” Terlihat
Batas Petak 34.826” E 117° Jelas
18’ 03.322”
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2. 139 Identitas Petak dan N2° 16” Terlihat
D Batas Petak 41.125" E117° Jelas
18’ 11.102”
3. 147 Identitas Petak dan N2° 16” Terlihat
Batas Petak 49.179” E 117° Jelas
17’ 55.547”
4, 149 Identitas Petak dan N 2° 16” Terlihat
B Batas Petak 48.702” E 117° Jelas
17’ 34.136”
5. 146 Identitas Petak dan N2° 16” Terlihat
Batas Petak 49.764” E 117° Jelas
17’ 25.108”
6. 145 Identitas Petak dan N2 16” Terlihat
C Batas Petak 35.481” E117° Jelas
16’ 55.377”
7. 140 Identitas Petak dan N2 17” Terlihat
C Batas Petak 23.436” E 117° Jelas
17’ 35.652”
4) Blok RKT 2025 Wilayah Birang, total sampling 7 petak (5% dari total 129
Petak)
No. | Petak | Penandaan di lapangan Koordinat Kondisi
1. 31A Identitas Petak dan N 2° 227 Terlihat
Batas Petak 24.524” E117° Jelas
29’ 05.165”
2. 32A Identitas Petak dan N 2° 22” Terlihat
Batas Petak 33.801” E117° Jelas
29’ 04.804”
3. 33A Identitas Petak dan N 2° 23~ Terlihat
Batas Petak 05.246” E117° Jelas
29 01.837”
4, 32B Identitas Petak dan N 2° 22~ Terlihat
Batas Petak 49.896” E 117° Jelas
28’ 59.997”
5. 32C Identitas Petak dan N 2° 22~ Terlihat
Batas Petak 33.214” E117° Jelas
29’ 04.665”
6. 34 A Identitas Petak dan N 2° 24” Tidak
Batas Petak 10.112" E117° Terlihat
29’ 09.807” Jelas
7. 35B Identitas Petak dan N 2° 24” Tidak
Batas Petak 37.612" E117° Terlihat
29’ 08.601” Jelas
Berdasarkan hasil di atas, dari total 19 compartment, penandaan 15
compartment di lapangan terlihat dengan jelas sementara 4 compartment
tidak terlihat jelas sehingga persentase penandaan yang terlihat dengan
jelas di lapangan adalah 15/19 x 100% = 78,94% (> 50%)
Nilai Kinerja 9/12x 100 % =75,00 % = SEDANG
Indikator 2.1

Indikator 2.2 :
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Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan,

dan/atau jasa lingkungan

Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.
Bobot 1
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 =2
KINERJA
Ringkasan a) Selama periode audit terdapat rencana pemanfaatan hutan meliputi hasil
Justifikasi hutan kayu tumbuh alami (land clearing untuk penyiapan lahan), kayu
budidaya hutan tanaman dan budidaya tanaman obat
b) Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa inventarisasi tegakan
kayu tumbuh alami, inventarisasi pada tanah kosong / semak belukar dan
inventarisasi tegakan pada areal hutan tanaman
c) Berdasarkan telaah terhadap metode pengambilan data yang digunakan,
inventarisasi tegakan pada kayu budidaya hutan tanaman menggunakan
intensitas sampling (IS) kurang dari 5 % sehingga belum sesuai dengan
ketentuan yang tercantum pada Lampiran X PermenLHK No. 8 Tahun
2021
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha
pemanfatan hutan sesuai ketentuan.
Bobot 2
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 =4
KINERJA
Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani menerapkan sistem silvikultur tebang habis
Justifikasi

permudaan buatan (THPB) dengan jenis kegiatan usaha berupa
pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman)

b) Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu budidayanya, PT
Tanjung Redeb Hutani telah melakukan analisis riap tegakan pada area
Permanent Sampling Plot (PSP) yang diukur setiap tahunnya untuk
mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan

c) Tersedia laporan PSP terbaru yaitu periode tahun 2024 yang memuat
hasil pengukuran lapangan pada tegakan akasia mangium umur 1 s.d 6
tahun

d) Berdasarkan telaah terhadap keterkaitan hasil pengukuran pada PSP
dengan implementasi perencanaan yang dibuat baik dalam dokumen
RKUPH maupun RKT yang diterbitkan, hasil pegukuran pada PSP belum
sepenuhnya digunakan dalam penentuan rencana panen atau daur yang
ditetapkan

Nilai Kinerja

Indikator 2.2

6/9x100 % = 66,67 % = SEDANG

Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan.
Bobot 1
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
?ingﬁsan a) Berdasarkan RKUPH Periode 2018 — 2027 dan RKT yang diterbitkan, PT
ustifikasi

Tanjung Redeb Hutani melaksanakan dan akan melaksanakan kegiatan
usaha pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1) Kegaitan usaha pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman (THPB)
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2) Kegiatan usaha wana ternak (silvopastura)
3) Kegiatan usaha pemanfaatan HHBK buah atau biji
4) Kegiatan usaha pemanfaatan tanaman obat.

b) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan hutan tersebut, perusahaan
telah menyusun SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan
kayunya meliputi SOP pada setiap tahapan THPB, namun demikian belum
terdapat SOP untuk kegiatan multi usaha kehutanan yang direncanakan
meliputi : kegiatan usaha wana ternak (silvopastura), kegiatan usaha
pemanfaatan HHBK buah atau biji dan kegiatan usaha pemanfaatan
tanaman obat

c) Hasil telaah terhadap kesesuaian / kelengkapan isi SOP THPB terhadap
prinsip / pedoman serta pemanfaatan hutan yang dijalankan menunjukkan
bahwa sebagian SOP belum sesuai dengan prinsip / pedoman THPB
diantaranya :

-SOP Inventory Tanaman TSP : Intensitas sampling yang digunakan < 5
% sehingga tidak sesuai prinsip / pedoman THPB

-SOP PWH : Belum mengatur perencanaan TPn, TPK dan lokasi Camp

-SOP Penyiapan Lahan : Belum mengatur pembuatan terasering untuk
area dengan kelerengan curam, belum mengatur metode penyiapan
lahan dengan pembuatan jalur bersih dan jalur kotor

Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan.
Bobot 2
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4
KINERJA
Ringkasap Sampai dengan dilaksanakannya kegiatan audit Resertifikasi PHL ini PT
Justifikasi Tannung Redeb Hutani telah menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan
berupa pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman. Implementasi SOP
tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PBPH PT Tanjung
Redeb Hutani secara umum telah sesuai antara isi dalam SOP dengan
pelaksanaannya di lapangan, namun demikian terdapat tahapan kegiatan
yang tidak diimplementasikan dan terdapat sebagian implementasi yang
belum sesuai yaitu :
- PAK: sebagian penandaan batas dan identitas compartment tidak terlihat
dengan jelas di lapangan
- Risalah Hutan : intensitas sampling yang digunakan belum sesuai
ketentuan
- Penyiapan Lahan : terdapat sebagian sampah kayu yang berada di jalur
aliran air
- Pemeliharaan : sebagian gulma yang tumbuh lebih tinggi dari tanaman
pokok
- Perlindungan Hutan : Sarana prasarana dalkarhutla belum mencukupi
sesuai ketentuan
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam
menjamin kelestarian hutan.
Bobot 2
NILAI BURUK / Nilai Aktual : 1 x2 =2
KINERJA
Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau
Justifikasi

pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya

b) Berdasarkan laporan realisasi tanam periode tahun 2020 — 2024, total
realisasi penanaman adalah seluas 18.233,86 Ha dengan jenis tanaman
yang ditaman adalah akasia mangium dan eucalyptus sp
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c) Pencapaian kegiatan penanaman selama periode tahun 2020 - 2024
adalah sebagai berikut :

Penanaman RKT RKT RKT

RKT 2020 | 5pq | RKT20221 5023 | 2024
F:ﬁ:‘)ca”a 16,439.57 | 9,256.41 | 14,961.81 | 8,390.98 | 7,752.08
F:S'Sas' 2,153.52 | 6,500.83 | 3,580.00 | 2,069.00 | 3,930.51
Pencapaian | 13.10% | 70.23% | 23.93% | 24.66% | 50.70%
Rata-rata 36.52 %

d) Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah
sesuai ketentuan standar teknis dan rata-rata selama periode audit
dilaksanakan sebesar 36,52 % atau < 50 % dari RKTPH.

Nilai Kinerja

Indikator 2.3

8/15x 100 % = 53,33 % = BURUK

Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
pemanfaatan hutan.

Bobot 1

NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

KINERJA

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki prosedur penerapan teknologi

Justifikasi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya yaitu SOP Reduce
Impact Logging (RIL) dengan No. Dokumen 06/TRH-Prod-Doc/VI12025
Rev. 4 tanggal 4 Juni 2025

b) Telaah terhadap kesesuaian SOP RIL dengan pedoman, SOP Reduce

Impact Logging PT Tanjung Redeb Hutani telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl Nomor 8 Tahun 2021,
khususnya pada Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik
pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging.

Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

Bobot 2

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2 x2 =4

KINERJA

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki prosedur penerapan teknologi

Justifikasi

ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya

b) Hasil observasi di lapangan khususnya terhadap kegiatan usaha
pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman, beberapa implementasi
penebangan ramah lingkungan yang telah dilakukan antara lain :

- Tersedia peta microplanning untuk compartment yang akan dipanen
- Personel penebagan telah menggunakan Alat Pelindung Diri

- Sampah kayu sisa penebangan sebagian diserak secara merata dan
sebagian dirumpuk secara teratur

- Tidak meninggalkan limbah B3 / tidak ada tumpahan oli di petak kerja.
c) Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat sebagian implementasi yang
belum sesuai dengan prinsip penebangan ramah lingkungan yaitu :
- terdapat sebagian sampah kayu sisa penebangan yang berada pada
jalur aliran air
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- sebagian tanaman pokok ditumbang menggunakan alat berat
sehingga memperbanyak sampah kayu sisa penebangan (akar kayu)
3. Verifier 2.4.3 | : | Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal
Bobot 112
NILAI : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
KINERJA
Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan
Justifikasi kayu budidaya hutan tanaman sehingga tingkat kerusakan sumber daya
hutan diukur dengan menghitung keterbukaan areal
b) Pengukuran keterbukaan areal dilakukan melalui analisa luasan area yang
terbuka (jalan, bangunan, sarana prasarana dan areal land clearing yang
belum dilakukan penanaman) pada area kerja
c) Keterbukaan areal selama periode RKT tahun 2020 — 2025 adalah sebagai
berikut :
Blok | Luas Areal ATl TR ([ Keterbukaan ISR
RKT Kerja (Ha) (Jalan, bangunan, Areal (%) Keterbukaan
sarpras, LC) Areal
2020 | 19.338,15 225,37 1,17 %
2021 10.578,05 131,35 1,24 %
2022 18.581,20 189,32 1,02 %
1,64 %
2023 8.390,98 190,98 2,28 %
2024 7.752,06 215,77 2,78 %
2025 | 16.989,21 228,51 1,35 %
d) Rata-rata keterbukaan areal sebesar 1,64 % atau < 20 %.
Nilai Kinerja 13/15x 100 % = 88,67 % = BAIK
Indikator
24

Indikator 2.5 :

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1. Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan

ketentuan.
Bobot 1
NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
Ringkasan a) Selama periode audit, PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan
Justifikasi

dokumen RKT setiap tahunnya. Seluruh RKT yang ditertbitkan telah
lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT dan Peta RKT

b) Dokumen RKT telah sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan,
dengan rincian sebagai berikut :

RKT Surat Keputusan
Tahun

Rencana Kegiatan
Produksi

2020 | Keputusan Direktur Utama PT
Tanjung Redeb Hutani No.
001/SK-1/01-2020 tanggal 2
Januari 2020 tentang Pengesahan
RKTUPHHK-HTI Tahun 2020

Pemanenan Kayu
Budidaya Hutan
Tanaman dan
Pemanenan Kayu
Tumbuh Alami dari
kegiatan land clearing
penyiapan lahan HTI
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2021 Keputusan Direktur Utama PT Pemanenan Kayu
Tanjung Redeb Hutani No. Budidaya Hutan
288/SK-1/12-2020 tanggal 21 Tanaman dan
Desember 2020 tentang Pemanenan Kayu
pengesahan RKTUPHHK-HTI Tumbuh Alami dari
Tahun 2021 kegiatan land clearing

penyiapan lahan HTI

2021 Keputusan Direktur Utama PT Pemanenan Kayu

Revisi | Tanjung Redeb Hutani No. Budidaya Hutan
032/SK-1/07-2021 tanggal 12 Juli Tanaman dan
2021 tentang Revisi Pengesahan Pemanenan Kayu
RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Tumbuh Alami dari
Keterangan : kegiatan /and clearing
Revisi RKT 2021 terkait adanya penyiapan lahan HTI
pandemi sehingga dilakukan revisi
terhadap target kegiatan
penyiapan lahan, pembibitan,
penanaman dan pemeliharaan
terkait penambahan target
produksi RKTPH 2024

2022 | Keputusan Direktur Utama PT Pemanenan Kayu
Tanjung Redeb Hutani No. Budidaya Hutan
001/SK-1/01-2022 tanggal 7 Tanaman dan
Januari 2022 tentang Persetujuan | Pemanenan Kayu
RKTPH tahun 2022 Tumbuh Alami dari

kegiatan land clearing
penyiapan lahan HTI

2023 Keputusan Direktur Pemanenan Kayu
Pengembangan PT Tanjung Budidaya Hutan
Redeb Hutani No. 012/SK-1/12- Tanaman dan
2022 tanggal 23 Desember 2022 Pemanenan Kayu
tentang persetujuan RKTPH tahun | Tumbuh Alami dari
2023 kegiatan land clearing

penyiapan lahan HTI

2024 | Keputusan Direktur Pemanenan Kayu
Pengembangan PT Tanjung Budidaya Hutan
Redeb Hutani No. 005/SK-1/12- Tanaman dan
2023 tanggal 29 Desember 2023 Pemanenan Kayu
tentang persetujuan RKTPH tahun | Tumbuh Alami dari
2024 kegiatan land clearing

penyiapan lahan HTI

2025 | Keputusan Direktur Utama PT Pemanenan Kayu
Tanjung Redeb Hutani No. Budidaya Hutan
002/SK-1V/02-2025 tanggal 21 Tanaman, Pemanenan
Februari 2025 tentang persetujuan | Kayu Tumbuh Alami dari
RKTPH tahun 2025 kegiatan land clearing

penyiapan lahan HTI dan
Pemanenan Tanaman

2. Verifier 2.5.2

Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani telah membuat peta rencana kerja tahunan
Justifikasi

selama periode tahun 2020 s.d 2025 dan telah disahkan oleh Direktur
Perusahaan.
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b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Tanjung Redeb
Hutani juga dilengkapi dengan peta kerja antara lain :

- Peta Microplanning Petak R137A dengan skala 1 : 5.000

- Peta Penanaman Petak R137A dengan skala 1 : 10.000

- Peta Jaringan Jalan Wilayah Sambarata dengan skala 1 :

125.000
- Peta Sebaran Plot TSP Petak R233 dengan skala 1 : 10.000
- Peta Sebaran Plot PSP Petak R46 dengan skala 1 : 12.500
c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Tanjung Redeb Hutani telah

sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan
kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung sempadan sungai,
KPPN dan areal ber-rawa

3. Verifier 2.5.3 . | Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
Bobot 112
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan a) Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT Tanjung
Justifikasi Redeb Hutani telah dilakukan dengan pemasangan Plang Blok RKT,

pemasangan pal / patok batas dan papan identitas compartment.

b) Berdasarkan observasi di lapangan pada Blok RKT 2024 dan 2025,
penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan
lindung yaitu :

- Pada titik koordinat N 2° 16’ 30.930”, E 117" 18’ 22.793 terdapat
papan / plang informasi kawasan lindung sempadan sungai punang
dan telah dilakukan penandaan pada batas kawasan lindung berupa
patok kayu warna hitam bertuliskan SS Punang dan penandaan
polet warna kuning pada pohon di batas sempadan sungai

- Pada titik koordinat N 2° 21’ 30.154”, E 117° 29’ 28.883” terdapat
papan / plang informasi kawasan lindung sempadan sungai maning
dan telah dilakukan penandaan pada batas kawasan lindung berupa
patok kayu warna hitam bertuliskan KL SS dan penandaan polet
warna kuning pada pohon di batas sempadan sungai

c) Hasil observasi di lapangan pada blok RKT 2024 dan 2025 dan Carry
Over Blok RKT 2024 menunjukkan bahwa terdapat sebagian penandaan
tidak terlihat dengan jelas pada compartment di Blok RKT Tahun 2024

dan 2025
4 Verifier 2.5.4 : | Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka
pendek
Bobot 12
NILAI KINERJA | : | BURUK / Nilai Aktual : 1 x2 =2
Ringkasan a) Selama periode tahun 2020 - 2024 PT Tanjung Redeb Hutani telah
Justifikasi melakukan kegiatan produksi / pemanenan sumberdaya hutan yang

dimanfaatkannya, berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya
hutan tanaman dan kayu tumbuh alami dari proses land clearing
penyiapan lahan hutan tanaman

b) Berdasarkan laporan realisasi produksi, pencapaian realisasi produksi
selama periode tahun 2020 — 2024 adalah sebagai berikut :

Rencana Realisasi Pencapaian
RKT Luas Volume Luas Volume Luas | Volume
(Ha) (m3) (Ha) (m3) (Ha) (m3)
2020 14,929.95 | 754,681.21 | 2,159.68 | 108,977.74 11}47 11}44
(o] 0
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2021 11,522.90 | 729,568.33 | 2,641.78 | 205,060.90 220}93 Zi}ﬂ
(0] (]
2022 13,10 | 13,10
14,961.81 | 945,398.40 | 1,959.71 | 123,808.44 % %

(o) (]

202 2247 | 2
023 8,353.42 | 500,404.27 | 1,877.33 | 131,743.35 ’ 6,33
% %
2024 7,752.05 | 493,850.92 | 4,963.08 | 265,001.04 61}02 53;}66
(0] (]
Rata-rata Pencapaian 27,40 | 27,13

% %

Nilai Kinerja
Indikator 2.5

12 /18 x 100 % = 66,67 % = SEDANG

Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha

pemanfaatan hutan.

1. Verifier 2.6.1

Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan

publik).
Bobot 1
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x 1 =2
KINERJA
Ringkasan a) Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Justifikasi

Publik yang mumuat laporan posisi keuangan PT Tanjung Redeb Hutani
selama periode tahun 2020 s.d 2023 sebagai berikut :

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020
dan laporan auditor independen No. 00030/2.1058/AU.1/01/0744-
3/1/11112022 tanggal 4 Maret 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Abdul
Ghonie & Rekan.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021
dan laporan auditor independen No. 00327/2.1058/AU.1/01/0744-
4/1/X11/2023 tanggal 20 Desember 2023 oleh Kantor Akuntan Publik
Abdul Ghonie & Rekan.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022
dan laporan auditor independen No. 00283/2.1058/AU.1/01/0744-
5/1/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 oleh Kantor Akuntan Publik
Abdul Ghonie & Rekan.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023
dan laporan auditor independen No. 00019/2.1058/AU.1/01/0744-
6/1/11/2025 tanggal 4 Februari 2025 oleh Kantor Akuntan Publik
Abdul Ghonie & Rekan.

b) Berdasarkan verifikasi dokumen, laporan keuangan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2024 saat ini masih dalam proses pemeriksaan
oleh Kantor Akuntan Publik sesuai surat keterangan audit Nomor
02/SKA-TRH/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 oleh Kantor Akuntan Publik
Maruli Tua Butar Butar

c) Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Tanjung Redeb Hutani
selama periode tahun 2020 — 2023 berdasarkan neraca keuangan dan
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laporan laba rugi yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik diperoleh
hasil sebagai berikut :

No | Parameter 2020 2021 2022 2023

1. | Likuiditas <100% | <100 % <100 % <100 %
2. | Solvabilitas | <100 % [100 - 150 %| 100 — 150 % | 100 — 150 %
3. Profitabilitas Positif Positif Positif Positif

4. | Opini Wajar Wajar Wajar Wajar

d) Seluruh Opini / Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap
laporan keuangan selama periode 2020 — 2024 adalah wajar dengan
parameter Profitabilitas Positif namun Liquiditas dan Solvabilitas < 150 %

Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan
force majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang
dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)

Bobot 1

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 =2

KINERJA

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki laporan rencana dan anggaran

Justifikasi perusahaan (RKAP) periode tahun 2020 — 2024 yang dibuat oleh Manajer

Keuangan Perusahaan.
b) Hasil analisis perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
berdasarkan RKAP periode tahun 2020 — 2024 adalah sebagai berikut :
No | Parameter 2020 2021 2022 2023 2024
1. | Alokasi 97.85% | 95.99% | 100.00% | 91.34% | 97.43%
Maks
Alokasi Min | 80.93% | 63.23% | 61.35% | 66.61% | 75.60%
Perbedaan | 16.92% | 32.77% | 38.65% | 24.73% | 21.83%
Rata-rata 26.98 %
c) Rata-rata alokasi dana selama periode 2020 - 2024 untuk seluruh bidang
kegiatan kurang proposional, perbedaan sebesar 26,98 % atau > 20% -
50%

Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).

Bobot 2

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x 2 =4

KINERJA

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki laporan rencana dan anggaran

Justifikasi perusahaan (RKAP) periode tahun 2020 — 2024 yang dibuat oleh Manajer

Keuangan Perusahaan.

b) Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan
RKAP periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian (%)
2020 2021 2022 2023 2024
Perencanaan 81.46% | 74.86% | 61.35% | 66.77% | 97.43%
Pembuatan Tanaman 80.93% | 65.53% | 63.03% | 82.60% | 92.04%
Pemeliharaan Tanaman | 92.23% | 63.23% | 62.32% | 66.61% | 75.60%
Perlindungan Hutan 96.40% | 68.91% | 62.70% | 91.34% | 91.32%
Kewajiban Kpd Negara | 97.85% | 95.99% | 62.35% | 72.57% | 79.90%

Kegiatan
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gi‘ga“ba” Kpd Ling & g3 6% | 66.76% | 91.90% | 83.59% | 76.76%
Sarana Prasarana 94.23% | 65.02% | 68.48% | 77.00% | 84.09%
Administrasi Umum 84.37% | 80.37% | 128.49% | 69.39% | 85.52%
Total Pencapaian 86.94% | 71.95% | 72.62% | 75.22% | 84.35%
Rata-rata 78,22 %

c) Rata-rata realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama periode 2020
— 2024 berdasarkan RKAP yang dibuat mencukupi 60 — 79 % dari

kebutuhan

Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.

Bobot 2

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =2

KINERJA

Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki laporan rencana dan anggaran

Justifikasi perusahaan (RKAP) periode tahun 2020 — 2024 yang dibuat oleh
Manajer Keuangan Perusahaan.

b) Hasil analisis realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
meliputi perencanaan, pembuatan tanaman (pengadaan bibit, penyiapan
lahan dan penanaman), pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan
(dalkarhut) berdasarkan RKAP periode tahun 2020 — 2024 adalah
sebagai berikut :

. Pencapaian (%)
Kegiatan
2020 2021 2022 2023 2024
Perencanaan 81.46% | 74.86% | 61.35% | 66.77% | 97.43%
Pembuatan Tanaman 80.93% | 65.53% | 63.03% | 82.60% | 92.04%
Pemeliharaan Tanaman| 92.23% | 63.23% | 62.32% | 66.61% | 75.60%
Perlindungan Hutan 96.40% | 68.91% | 62.70% | 91.34% | 91.32%
Total Pencapaian 83.49% | 65.95% | 62.71% | 77.34% | 86.34%
Rata-rata 7517 %
c) Rata-rata realisasi pendanaan selama periode 2020 — 2024 untuk kegiatan
teknis kehutanan cukup lancar.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
Bobot 2
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =2
KINERJA
Ringkasan a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki laporan rencana dan anggaran
Justifikasi perusahaan (RKAP) periode tahun 2020 — 2024 yang dibuat oleh

Manajer Keuangan Perusahaan.

b) Hasil analisis realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
meliputi kegiatan pembuatan tanaman (pengadaan bibit, penyiapan
lahan dan penanaman), pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan
(dalkarhut) berdasarkan RKAP periode tahun 2020 — 2024 adalah
sebagai berikut :

Pencapaian (%)
2020 2021 2022 2023 2024
Pembuatan Tanaman 80.93% | 65.53% | 63.03% | 82.60% | 92.04%
Pemeliharaan Tanaman| 92.23% | 63.23% | 62.32% | 66.61% | 75.60%
Perlindungan Hutan 96.40% | 68.91% | 62.70% | 91.34% | 91.32%
Total Pencapaian 83.66% | 65.32% | 62.79% | 78.48% | 85.41%

Kegiatan
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‘ Rata-rata ‘ 75,13 %

c) Rata-rata realisasi modal selama periode 2020 — 2024 yang ditanamkan
(kembali) ke hutan sebesar 75,13 % atau > 60 % - 79 % dari jumlah yang
direncanakan

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

16 /24 x 100 % = 66,67 % = SEDANG

3. ASPEK EKOLOGI

Indikator 3.1 :

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi

Tinggi (ABKT)

1. Verifier 3.1.1

Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT

Bobot 1

NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

KINERJA

Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan kawasan yang
Justifikasi dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direktur

Utama PT TRH Nomor : 003/SK-1/02-2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang
Penetapan Kawasan Lindung, meliputi :

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)
A. Perlindungan Keanekaragaman 45.131
Hayati
1. | Daerah Tangkapan Air 32.273
2. | Koridor Satwa 1.548
3. | KPPN 835
4. | KPSL 590
5. | Rawa dan Berbatu 3.114
6. | Sempadan Mata Air 84
7. | Sempadan Sungai 6.679
8. | Tubuh Air 8
B. Pemulihan Lingkungan 656
1. | Daerah Tangkapan Air 321
2. | KPSL 78
3. | Sempadan Sungai 257
C. | Wisata Alam (koridor satwa) 20
D. Pemanfaatan Jasa Aliran Air 24
(sempadan sungai)
E. Pemanfaatan Air (sempadan mata 13
air)
Total 45.844

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai
dengan Perubahan RKUPH Tahun 2025 Periode 2018 - 2027 yang telah
disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK No. 343 Tahun 2025
tanggal 20 Januari 2025.

c) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Laporan Identifikasi dan
Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) tahun
2018 yang bekerjasama dengan PT Borneo Lestari Indonesia Utama.
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2. | Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
dan/atau deliniasi ABKT
Bobot 2
NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6
KINERJA
Ringkasan a) Pada periode audit Resertifikasi, PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan
Justifikasi penandaan batas kawasan lindung dengan realisasi mencapai 924,63 km
(87,11%) dari total rencana 1.061,43 km;

b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps,
terkait penataan batas kawasan dilindung yaitu dijumpai batas-batas
kawasan lindung jelas di lapangan dan penandaannya telah sesuai dengan
prosedur.

3. | Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung
Bobot 1
NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
KINERJA
Ringkasan Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum
Justifikasi di Peta Perubahan RKUPH Tahun 2025 Periode Tahun 2018 — 2027 dengan

Peta Citra Satelit Tahun 2023, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih

berhutan (Hutan lahan kering primer, Hutan lahan kering sekunder, Hutan karst

primer, Hutan mangrove sekunder dan Hutan Tanaman) yaitu 41.849,06 ha

(91,29%) dari total luas kawasan lindung 45.844 ha

4. | Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain
gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)
Bobot 2
NILAI NOT APPLICABLE
KINERJA
Ringkasan Berdasarkan Peta Pusat Penelitian Pertanian Tahun 2018, sebaran jenis tanah
Justifikasi di wilayah konsesi PBPH PT Tanjung Redeb Hutani menurut Puslittan yaitu

Podsolik/ Kambisol, Gleisol sedangkan menurut USDA vyaitu Tropudults,

Eutropepts, Fluvaquents & Tropofluvents. Dengan demikian diverifikasi pada

areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani tidak terdapat kelompok/jenis tanah

gambut (organosol) dan/atau ekosistem gambut di areal PT TRH, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
5. | Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

Bobot 2

NILAI SEDANG / Nilai Aktual :2x2=4

KINERJA

Ringkasan a) Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung yaitu 1) Sempadan

Justifikasi Sungai Maning (Wil. Birang) berada di Blok RKTPH 2025 pada koordinat

N 2°21’ 30,430” dan E 117°29’ 29,062”; 2) Sempadan Sungai Punang (Wil.
Sambarata) berada di Blok RKTPH 2025 pada koordinat N 2° 16’ 38,735”
dan E 117°18’ 22,751”; 3) Koridor Satwa (Wil. Suaran) pada koordinat N 1°
58’ 22,176” dan E 117° 39’ 1,176”; 4) Sempadan Sungai Suaran (Wil.
Suaran) pada koordinat N 1°58’ 31,537” dan E 117°38’ 18,285”; 5) Sumber
Mata Air (Wil. Sambarata) pada koordinat N 2°20’ 51,58” dan E 117° 16’
8,47 diverifikasi kawasan lindung tersebut kondisi aman dan tidak terdapat
gangguan/ aktifitas masyarakat seperti perladangan, perkebunan,
penambangan emas maupun illegal logging, sehingga kondisi kawasan
lindung masih tetap terjaga dan sesuai dengan fungsinya.

b) Selanjutnya pemeriksaan lapangan di kawasan lindung Areal Berbatu (Wil.
Tabalar) berada di Blok RKTPH 2025 pada koordinat N 1°42’ 15,1” dan
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E 117°54’ 17,5” dijumpai adanya aktifitas yang tidak sesuai pada kawasan
lindung tersebut yaitu terdapat kebun sawit, pondok dan rumah walet.

c) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki upaya penyelesaian yang
terdokumentasi yaitu PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan sosialisasi
perihal kawasan lindung kepada masyarakat Kampung Suaran periode
Tahun 2020 s.d. 2025 dan telah mengidentifikasi dan memetakan adanya
aktifitas/ gangguan dalam kawasan lindung tersebut, namun belum sampai
pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK).

6. Verifier 3.1.6

Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH

Bobot

2

NILAI
KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

a) Pada periode audit Resertifikasi diverifikasi implementasi kegiatan
pengelolaan kawasan lindung diantaranya :

- Penandaan batas kawasan lindung telah tercapai 924,63 km (87,11%)
dari total rencana 1.061,43 km dan telah dipetakan (sudah mencakup
penandaan batas pada semua jenis kawasan lindung);

- Pemeliharaan batas kawasan lindung dilakukan secara periodik setiap
tahun dan telah dipetakan;

- Penanaman rehabilitasi/ pengayaan di Kawasan lindung dengan
tutupan non hutan (belukar, pertanian lahan kering, pertanian lahan
kering campur dan tanah terbuka) sebagian sudah dilakukan namun
penanaman pengayaan dengan tutupan non hutan sesuai overlay
(tumpang susun) Peta Citra Tahun 2023 dengan Peta Perubahan
RKUPH Tahun 2025 (periode 2018 — 2027) belum direncanakan
secara periodik.

- Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung
dengan intensitas kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh team
security dan tertuang di dalam laporan bulanan patroli.

b) Selama periode 6 tahun terakhir (2020 s.d 2025) PT Tanjung Redeb Hutani
telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan
RPL) dan telah dilaporkan ke intasi terkait (DLH Kab. Berau, DLH Prov.
Kaltim, KemenLHK, Dishut Prov. Kaltim) melalui SIMPEL, pos dan email.

c) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) periode Semester (Tahun 2020 s.d 2024) telah
disampaikan melalui SIMPEL, pos, email dan berdasarkan informasi dari
Sdr. Waldiyanto selaku operator SIMPEL, penyampaian laporan
pelaksanaan RKL RPL melalui SIMPEL, pos, email dilakukan sesuai dengan
tata waktunya dan tidak lewat periode pelaporannya.

Nilai Kinerja
Indikator 3.1.

(18121 x 100 %) = 85,71 % = BAIK

Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1. | Verifier
3.2.1

Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan,
terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa
izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain
yang teridentifikasi.

Bobot

1

NILAI
KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
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Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menyusun dan menetapkan SOP
Justifikasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan
yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

No Jenis Gangguan Prosedur

Hutan

1. Perambahan SOP Pengamanan Hutan No Dok : 12/TRH-FPD-
Kawasan Doc/IV/2022, Revisi : 04, Tanggal : 8 April 2022.

2. Pemanenan atau | Prosedur belum mencantumkan referensi acuan terbaru
penebangan tanpa | yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang
izin Penyelenggaraan Kehutanan.

3. Pencegahan dan |e SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No
pemadaman Dok : 13/TRH-FPD-Doc/IV/2022, Revisi : 05, Tanggal
kebakaran : 8 April 2022.

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
terbaru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.

e SOP Tingkat Bahaya Kebakaran No Dok : 15/TRH-

PH&S-Doc/VIII/2024, Revisi : 01, Tanggal : 5 Agustus
2024.
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
terbaru yaitu PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung
dan Hutan Produksi dan PP Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

4. Perburuan flora | SOP Pengendalian Perburuan No Dok : 17/TRH-PH&S-
dan fauna Doc/VIII/2024, Revisi : 05, Tanggal : 5 Agustus 2024.

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan terbaru

yaitu PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan.

5. Hama dan penyakit | SOP Pengendalian Hama & Penyakit No Dok : 28/TRH-
tanaman Ling & Lit-Doc/X/2022, Revisi : 02, Tanggal : 1 Oktober

2020.

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan terbaru

yaitu :
- Permentan No. 01 tahun 2007 tentang daftar bahan
aktif pestisida yang dilarang dan pestisida terbatas.
- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan Produksi
- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur
yang dibuat belum mengacu kepada pedoman teknis baku.
2. | Verifier Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
3.2.2
Bobot 1
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan
Justifikasi hutan yang dimiliki oleh PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu dirinci seperti tabel
berikut:
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Jenis
No. | Gangguan Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket
Hutan
1 Perambahan | Plang/ Baliho himbauan 66 Wil. Tabalar: | Kondisi Baik
Kawasan dilarang melakukan 18
perambahan dan illegal Wil. Birang :
logging 9
Wil.
Sambarata :
12
Wil. Suaran :
27
2 Pemanenan Plang/ Baliho himbauan 66 Wil. Tabalar : Kondisi Baik
atau dilarang melakukan 18
penebangan | perambahan dan illegal Wil. Birang :
tanpa izin/ logging 9
lllegal Wil.
Logging Sambarata :
12
Wil. Suaran :
27
Plang/ Baliho himbauan 53 Wil. Tabalar : Kondisi Baik
dilarang melakukan 19
illegal logging Wil. Birang :
6
Wil.
Sambarata :
8
Wil. Suaran :
20
3 Pencegahan Wil. Tabalar : Kondisi Baik
dan 10
pemadaman Wil. Birang :
kebakaran Plang/ Baliho himbauan 4
dilarang membakar 44 Wil.
lahan dan hutan Sambarata :
7
Wil. Suaran :
23
Wil. Tabalar : Kondisi Baik
18
Wil. Birang :
Plang/ Baliho Mari 8
Mencegah Kebakaran 60 Wil.
Hutan dan Lahan Sambarata :
9
Wil. Suaran :
25
Wil. Tabalar: | Jumlah dan
1 Jenis sarpras
Wil. Birang : ketersediaanya
1 diatas 50%
Sarpras Dalkarhutla 4 Wil. sesuai yang
Sambarata dipersyaratkan
1 PermenLHK
Wil. Suaran : No. P.32 tahun
1 2016
Wil. Tabalar :
1
Wil. Birang :
1
Pos Dalkarhutla 4 Wil.
Sambarata :
1
Wil. Suaran :

1
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- Wil Tabalar: | Kondisi Baik
1
- Wil. Birang :
1
Mobil Tanki Air 4 - Wil
Sambarata :
1
- Wil. Suaran :
1
- Wil. Tabalar:
18
- Wil. Birang :
7
Plang FDR 62 - Wil
Sambarata :
15
- Wil. Suaran :
22
Kondisi Baik 2
- Wil Tabalar: | pcs di Wil.
4 Suaran,
- Wil. Birang : Kondisi Baik 2
4 pcs di
Manara Api 16 - Wil Wil.Tabalar,
Sambarata : Kondisi Baik 2
4 pcs di Wil
- Wil. Suaran : Sambarat, dan
4 Kondisi rusak
di Wil. Suaran
- Wil. Tabalar:
4
- Wil. Birang :
3
Water Point 23 - Wil
Sambarata :
6
- Wil. Suaran :
10
4 Hama dan Herbisida 2 Kantor Suaran Berdasarkan
Penyakit Insektisida 2 daftar list
Tanaman Fungisida 3 chemical &
fertilizer store
Pupuk 3
- Wil. Tabalar: | Setiap pos
5 Perburuan 1 dijaga oleh tim
Flora dan - Wil. Birang : personil
Fauna 1 security
Pos Security 4 - Wil
Sambarata :
1
- Wil. Suaran :
1
- Wil. Tabalar: | Kondisi Baik
12
- Wil. Birang :
Plang/ Baliho himbauan 5
dilarang berburu satwa 40 - Wil
liar Sambarata :
8
- Wil. Suaran :
15
- Wil. Tabalar: | Kondisi Baik
10
Plang/ Baliho himbauan - Wil. Birang :
dilarang melakukan 34 5
perburuan di areal TRH - Wil
Sambarata :
7
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- Wil. Suaran :
12

b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap
sebagaimana yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan
sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi
berfungsi dengan baik.

Verifier
3.2.3

Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
pemanfaatan teknologi

Bobot

1

NILAI
KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Tanjung
Redeb Hutani saat ini, terdiri dari :
No. Unit Kerja

Perlindungan dan
Pengamanan Hutan

Personel
Certified

Jumlah
Personil
(terkini)
6 regu (90 | 6regu (90 90
personil) personil)

2. | Security 31 33 13

b) Jumlah personel dari setiap unit kerja yaitu RPK dan security dinilai
proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun),
dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang
kegiatan perlindungan pengamanan hutan) yaitu pada security, dinilai masih
kurang.

d) PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki kerjasama dalam MPA dengan
seluruh Desa Binaan yang tertuang dalam Berita Acara Pembentukan dan
Pelatihan MPA. Pembentukan regu MPA telah disertai dengan bukti
pembentukan personil, namun pembentukan MPA dengan Desa Binaan
belum pada tahap Surat Perjanjian Kerjasama / MoU.

e) PT Tanjung Redeb Hutani sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan
hotspot secara berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website
SiPongi dan PT TRH telah memanfaatkan teknologi lainnya dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone
dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan telah dilakukan namun
belum intens setiap bulan.

Kewajiban

1. | Regu Pemadam Kebakaran

Verifier
3.24

Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)

Bobot

2

NILAI
KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan yang terkait dengan :

- tindakan preemitif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di
lapangan berupa 1) melakukan kegiatan sosialisasi (selama 6 tahun
terakhir) diantaranya kawasan lindung, perlindungan hutan meliputi
perambahan, illegal logging, perburuan dan dalkarhutla baik secara
langsung maupun tidak langsung; 2) Menjalin kerjasama kemitraan
dengan masyarakat untuk mengatasi konflik/klaim areal; 3)
Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan, PT
Tanjung Redeb Hutani telah membentuk regu perbantuan pengendalian
kebakaran hutan berupa regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 23 desa
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binaan yang terbagi dalam 4 wilayah. Masing-masing MPA yang dibentuk
telah mengikuti sosialisasi dan menandatangani persetujuan
pembentukan MPA. Namun demikian pembentukan MPA dengan Desa
Binaan belum pada tahap Surat Perjanjian Kerjasama / MoU.

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di
lapangan berupa 1) Menyediakan portal dan pos jaga pada lokasi masuk
camp dan melakukan pendataan bagi pihak yang masuk-keluar areal
camp; 2) Penyediaan anggota satpam/security sebanyak 33 personil
(Kewajiban 31 personil), 13 personil security yang telah memiliki
kualifikasi/ sertifikat pelatihan, sedangkan 20 personil lainnya tidak
memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) Penyediaan 6 regu inti
dalkarhutla dengan total personil 90 orang (kewajiban jumlah personil
dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 vyaitu 6 regu inti berjumlah 90
personil), seluruh personil regu inti telah memiliki kualifikasi/ sertifikat
pelatihan manggala agni; 4) Patroli dilakukan oleh Team security setiap
hari di lokasi Kawasan Lindung dan Areal operasional; 5) Monitoring
hotspot dengan satelit SiPongi periode Tahun 2020 s.d April 2025
tertuang dalam laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan; 6) Penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan (jenis dan
jumlah sarpras diatas 50% sesuai dengan PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 7) memiliki Peta Rawan Kebakaran
(terupdate) untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; 8)
memiliki Plang FDR yaitu di 22 titik/ lokasi dan tersebar pada 4 wilayah
dan pelaporannya telah sesuai ketentuan; 9) memiliki water point
sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di 10 titik/ lokasi dan
tersebar pada 4 wilayah; 10) memasang plang-plang himbauan yang
tersebar di 4 wilayah dan posisi strategis diantaranya himbauan dilarang
melakukan perambahan dan illegal logging, dilarang membakar lahan
dan hutan, Mari Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan, dilarang
berburu satwa liar.

- tindakan refresif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di
lapangan berupa 1) melaporkan adanya kegiatan perambahan hutan ke
instansi terkait yaitu kepolisian sesuai dengan Laporan/ Pengaduan
dugaan tindak pidana perambahan hutan; 2) Pelaporan bulanan
pengendalian karhutla secara rutin ke Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Timur, BPBD Kab. Berau, KPHP Berau Utara dan KPHP Berau Tengah;
3) Patroli gabungan (pengamanan hutan) dengan KPHP Berau Utara,
KPHP Berau Utara dan kepolisian; 4) Pengendalian dan pemberantasan
hama penyakit tanaman melalui pemberian pestisida sistemik dengan
frekuensi seminggu sekali.

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau
terdokumentasi.

c) PT Tanjung Redeb Hutani telah mengimplementasikan sebagian kegiatan
perlindungan hutan melalui metode preemtif, preventif, dan represif.
Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya :

1. Ketersediaan sarana prasarana dalkarhutla masih kurang dalam
menunjang kegiatan perlindungan hutan;

2. SDM security yang memiliki kualifikasi baru 13 personil (kurang 20
personil).

Nilai Kinerja
Indikator 3.2

(10/15 x 100 %) = 66,67 % = SEDANG
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Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat

pemanfaatan hutan

1. | Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
3.31 komponen fisik dan kimia
Bobot 1
NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
KINERJA
Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memilki SOP pengelolaan dan
Justifikasi pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia

termasuk pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan
hutannya, meliputi :

Jenis Pengelolaan dan/
atau Pemantauan Fisik

AC Kimia serta Pengelolaan LT
Limbah B3
A. Komponen Fisik Kimia
1. Iklim mikro : curah hujan, SOP Pengukuran Curah Hujan, Nomor
hari hujan, suhu udara, Dokumen: 09/TRH-Ling&Lit-Doc/X/2020,
kelembaban udara Revisi : 03, Tanggal 1 Oktober 2020.

SOP Suhu dan Kelembaban, Nomor
Dokumen: 25/TRH-Ling&Lit-Doc/X/2020,
Revisi : 00, Tanggal 1 Oktober 2020.

2. Kualitas udara & SOP Pengukuran Kualitas Udara dan
kebisingan Kebisingan, Nomor Dokumen : 39/TRH-Ling-
Doc/12/2024, Revisi : 00, Tanggal 1

Desember 2024.
3. Tanah : fisik-kimia tanah, SOP Pengamatan Erosi, Nomor Dokumen :
erosi tanah 01/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 02,

Tanggal 1 Oktober 2020.

SOP Pemantau Sifat Fisik Tanah dan Kimia
Tanah, Nomor Dokumen : 19/TRH-Ling&Lit-
Doc/X/2020, Revisi: 01, Tanggal 1 Oktober
2020.

SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lahan
Terbuka dan Terdegradasi di Kawasan
Lindung, Nomor Dokumen: 15/TRH-Ling &
Lit-Doc/X/2020, Revisi : 01, Tanggal 1
Oktober 2020.

4. Hidrologi : laju limpasan, SOP Pengukuran Debit Air Sungai, Nomor
laju sedimentasi Dokumen : 24/TRH-Lin&Lit-Doc/IV/2022,
Revisi : 02, Tanggal 19 April 2022.

SOP Tinggi Muka Air, Nomor Dokumen :
23/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/2022, Revisi : 01,
Tanggal 19 April 2022.

5. Kualitas air & sedimen SOP Pengukuran Kualitas Air, Nomor
Dokumen: 02/TRH-Ling&Lit-Doc/IV/2023,
Revisi : 05, Tanggal 5 April 2023.

SOP Pengukuran Sedimentasi Air Sungai,
Nomor Dokumen: 22/TRH-Ling&Lit-Doc/
IV/2022, Revisi : 02, Tanggal 19 April 2022.

B. Pengelolaan Limbah B3
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1. Pengelolaan limbah B3 e SOP Penyimpanan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, Nomor Dokumen
: 17/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/ 2023, Revisi :
02, Tanggal 5 April 2023.

e SOP  Pengelolaan  Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), Nomor
Dokumen : O08/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/
2023, Revisi : 04, Tanggal 5 April 2023.

e SOP Tanggap Darurat Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), Nomor
Dokumen : 10/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/
2023, Revisi : 04, Tanggal 5 April 2023.

2. Pengelolaan limbah SOP Pengelolaan Limbah Domestik (Sampah
domestik Organik dan Anorganik), Nomor Dokumen :
18/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/ 2022, Revisi : 02,
Tanggal 19 April 2022.

b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam
AMDAL PBPH PT Tanjung Redeb Hutani.
- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3
- Seluruh prosedur sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.

2. | Verifier
3.3.2

Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah
B3 yang didukung dengan SDM yang memadai

Bobot

1

NILAI
KINERJA

BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan
Justifikasi

a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang dimiliki PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani saat audit (Resertifikasi) dinilai lengkap.

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai :

- lengkap sesuai yang diprasyaratkan;

- Didukung oleh personel PBPH yang kompeten/ terlatih (memilki
sertifikat pelatihan) dan proporsional yaitu GANISPH Binhut sebanyak
8 personil yaitu 1) Edy Surya Darma dengan No. Reg. 03230006871;
2) Marzuki dengan No. Reg. 03230002737; 3) Jalaludin Gobel dengan
No. Reg. 03230007453; 4) Salahuddin dengan No. Reg.
03230007155; 5) Tangke Allo dengan No. Reg. 03230006894; 6)
Merifin Regend dengan No. Reg. 03230007130; 7) Editia Rahman,
S.IP dengan No. Reg. 03230015935; 8) Waldiyanto dengan No. Reg.
03230018912.

- PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SDM yang berkompeten/
berkualifikasi untuk pengelolaan limbah B3, pengendalian
pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara dari emisi,
dengan rincian sebagai berikut :

1) Edy Surya Darma dengan kualifikasi sebagai Penanggung Jawab
Pengelolaan Limbah B3 dan Penanggung Jawab Pengendalian
Pencemaran Air;

2) Waldiyanto dengan kualifikasi sebagai Operator Pengelolaan
Limbah B3, Penanggung Jawab Operasional Pengendalian
Pencemaran Air dan Penanggung Jawab Operasional
Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi;

3) Rina dengan kualifikasi sebagai Penanggung Jawab
Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi.

3. | Verifier
3.3.3

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen
lingkungan
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Bobot 12

NILAI : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

KINERJA

Ringkasan : | Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen

Justifikasi fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian besar sudah
dilakukan oleh PT Tanjung Redeb Hutani, namun demikian tidak
mengurangi dampak lingkungan.

Nilai Kinerja - | (10712 x 100%) = 83,33% = BAIK

Indikator 3.3

Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang

(rare), terancam punah (threatened) dan endemik

1. Verifier 3.4.1

Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki prosedur untuk pelaksanaan
Justifikasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :
- SOP Identifikasi Jenis Flora Dilindungi, Nomor Dokumen : 05/TRH-
Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 06, Tanggal 1 Oktober 2020;
- SOP Identifikasi Jenis Fauna Dilindungi, Nomor Dokumen : 04/TRH-
Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 06, Tanggal 1 Oktober 2020.
b) Prosedur yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini.

2. Verifier 3.4.2

Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam
Justifikasi areal PBPH telah dilakukan, namun ada sebagian yang belum sesuai

dengan prosedur.

3. Verifier 3.4.3

Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh PT
Justifikasi Tanjung Redeb Hutani sebagian belum sesuai dengan prosedur dan ada
sebagian hasil identifikasi flora dan fauna belum diklasifikasikan sesuai status
perlindungannya menurut IUCN Red List, Appendices CITES, dan
PermenLHK P.106 tahun 2018).
Nilai Kinerja (10/15x 100%) = 66,67% = SEDANG
Indikator 3.4
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Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

(kawasan yang dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki prosedur untuk pelaksanaan

Justifikasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen
SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, Nomor Dokumen : 07/TRH-
Ling & Lit-Doc/1/2022, Revisi : 09, Tanggal 20 Januari 2022

b) Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna yang dibuat belum mengacu
sesuai regulasi terkini.

Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani melaksanakan kegiatan pengelolan flora
Justifikasi dan fauna, namun ada sebagian yang belum sesuai ketentuan SOP yang
dibuatnya.

b) Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani,
dan dilengkapi peta kerjanya.

c) Pengelolaan fauna belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, yaitu :

- Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik
satwa dan manusia
- Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait
perlindungan satwa liar.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Tanjung
Justifikasi Redeb Hutani dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai
habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan satwa, illegal
logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas secara illegal
dil.

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Tanjung
Redeb Hutani telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai
berikut :

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan Blok
RKT berjalan;

- Mengalokasikan kawasan lindung seluas 45.131 hektar meliputi 1)
Daerah Tangkapan Air luas 32.273 hektar; 2) Koridor Satwa luas
1.548 hektar; 3) KPPN luas 835 hektar; 4) KPSL luas 590 hektar; 5)
Rawa dan Berbatu luas 3.114 hektar; 6) Sempadan Mata Air luas 84
hektar; 7) Sempadan Sungai luas 6.679 hektar; 8) Tubuh Air luas 8
hektar, b) Pemulihan Lingkungan seluas 656 hektar meliputi 1)
Daerah Tangkapan Air luas 321 hektar; 2) KPSL luas 78 hektar; 3)
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Sempadan Sungai luas 257 hektar, c) Wisata alam (koridor satwa)
luas 20 hektar, d) Pemanfaatan jasa aliran air (Sempadan Sungai)
luas 24 hektar, ) Pemanfaatan air (Sempadan mata air) luas 13
hektar, sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi;

- Pemasangan papan-papan himbauan yang tersebar di 4 wilayah dan
posisi strategis diantaranya himbauan 1) dilarang melakukan
perambahan dan illegal logging; 2) dilarang membakar lahan dan
hutan; 3) Mari Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan; 4) dilarang
berburu satwa liar.

c) Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat adanya aktifitas yang tidak sesuai
pada kawasan lindung yaitu terdapat kebun sawit, pondok, rumah walet
yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di kawasan lindung areal berbatu.

d) Selain itu berdasarkan laporan monitoring konflik diverifikasi terdapat
konflik lahan seluas 45.844 ha yang tersebar di dalam areal PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani.

e) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna
yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani,
dikarenakan masih adanya kegiatan perambahan di areal PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani.

Nilai Kinerja
Indikator 3.5.

(10/15 x 100%) = 66,67% = SEDANG

4. ASPEK SOSIAL

Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat
hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan

Produksi.

1. Verifier 4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki prosedur terkait identifikasi
Justifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas

secara partisipatif tertuang dalam :

1. SOP Identifikasi Masyarakat Sekitar (03/TRH-PH&S-Doc/IV/2022)
tanggal terbit 8 April 2022

2. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (04/TRH-PH&S-
Doc/IV/2022) tanggal terbit 8 April 2022

3. SOP Peran Serta Masyarakat (06/TRH-PH&S-Doc/1V/2022) tanggal
terbit 8 April 2022

4. SOP Batas Partisipatif (02/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal terbit 8
April 2022

5. SOP Pemetaan Batas Partisipatif (01/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal
terbit 8 April 2022

SOP/Prosedur tersebut disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator

oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM Operasional dan

Disetujui oleh Direktur Produksi.
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Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup
tujuan, ruang lingkup, dasar, penanggung jawab, kebijakan dan lainnya.
Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat
adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana
aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan
budaya tetap diperbolehkan.

Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia telah mengacu
pada peraturan yang terbaru seperti peraturan PermenLHK Nomor : P.8
/2021 dan peraturan lainnya.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SOP/prosedur terkait dengan
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau
masyarakat setempat, dan telah mengacu kepada pedoman teknis
dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Verifier 4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (tahun 2025), PT Tanjung Redeb Hutani memiliki
Justifikasi rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :

1. Daftar Desa yang terdampak di Areal PT Tanjung Redeb Hutani dibuat
tanggal Tanggal 05 April 2022 (terdapat 23 desa terdampak dari 4 UPH
PT Tanjung Redeb Hutani)

2. Peta Sebaran Desa IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani skala 1 :
100.000 ( meliputi 4 UPH)

3. Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi tahun
2018. Pada dokumen ini dijelaskan NKT 5 dan NKT 6. Untuk luasan
NKT 5 sebesar 14.494 Ha atau sekitar 31,06% dari luas total NKT dan
NKT 6 ditemukan zona lokasi khsusus sebagai tempat peninggalan
budaya, arkeologis dan historis secara nasional atau global berupa
kuburan leluhur di KM 16 (0,05 Ha (0,0001%).

4. Study Sosial Terhadap Program dan Kegiatan Perusahaan Tahun 2021.
Pada dokumen ini dijelaskan mengenai karakteristik masyarakat di
desa sekitar perusahaan

5. Data Base Sosial PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2025, pada dokumen
ini menjelaskan mengenai gambaran singkat sumber penghidupan
masyarakat

6. Data masyarakat lokal yang memanfaatkan HHBK di dalam dan di
sekitar areal PT Tanjung Redeb Hutani (tahun 2023), HHBK yang masih
dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Madu Hutan di wilayah Birang
dan Sambarata

7. Data perladangan dimana sisa perladangan hingga Mei 2024 terdapat
1.973,36 Ha perladangan yang tertuang dalam peta penguasaan lahan
dengan skala 1: 60.000,. Perladangan yang tersebar di areal
perusahaan telah diidentifikasi kepemilikan dan jenis tanamanya serta
luasan masing-masing peladang.

8. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 — 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018

9. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 — 2027 sesuai dengan No. 343 Tahun 2025 tanggal 20
Januari 2025
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10. RKTPH PT Tanjung Reden Hutani Tahun 2020 — 2025, tersedia
lengkap. Pada dokumen ini menjelaskan rencana dan realisasi Fungsi
Kelestarian Sosial pada tahun berjalan

PBPH PT Tanjung Redep Hutani memiliki rekaman yang berisi data dan

informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dimana data
perladangan telah diidentifikasi

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Ka. Kampung Birang

(Bpk. Samsuri), Ka. kampung Buyung-Buyung (Bpk. Mustafa), Ka. Kampung

Harapan Maju (Bpk Agus), Ka. Semurut ( Bpk. Zainudin Maru) dan Kades

Tabalar Ulu (Bpk. Demiansyah) diperoleh informasi bahwa kegiatan yang

masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT Tanjung Redep Hutani

antara lain : berladang/berkebun Kelapa Sawit, Karet, Pisang, dan PT

Tanjung Redep Hutani memiliki laporan/dokumen terkait pemanfaatan lahan

oleh masyarakat secara lengkap.

Kegiatan identifikasi keberadaan hak-hak masyarakat setempat yang telah

dilaksanakan pada periode audit, dan

- telah sesuai dengan target volume kegiatan rencana kerja;

- tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi tersedia
lengkap, berupa Peta Sebaran Desa, Laporan Identifikasi dan
Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi, Data Base Sosial PT Tanjung
Redeb Hutani, Studi Sosial, Data masyarakat lokal yang
memanfaatkan HHBK di dalam dan di sekitar areal PT Tanjung Redeb
Hutani dan Data perladangan

- Hasil kegiatan seluruhnya sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan
yang diberlakukan, terdapat dokumen atau Peta terkait pemanfaatan
HHBK oleh masyarakat sekitar di arealnya secara lengkap.

Hasil observasi lapangan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di areal PT Tanjung

Redep Hutani meliputi :

a) Lokasi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung
Redeb Hutani dengan Kampung Buyung-Buyung N = 1° 52’ 30,3” dan
E=117°4750,1"

b) Lokasi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung
Redeb Hutani dengan Kampung Semurut N = 1° 50’ 16,6” dan E =
117° 48’ 28,7”

c) Lokasi Pemakaman Umum Masyarakat Kampung Dayak Punan dengan
koordinat N = 2° 20’ 16,68” dan E = 117° 21’ 52,46”

PBPH PT Tanjung Redep Hutani memiliki rekaman yang lengkap berisi data

dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dengan
prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang
berlaku.

3. Verifier 4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x 1 =2

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redep Hutani telah melakukan deliniasi dan implementasi
Justifikasi penandaaan batas secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT

Tanjung Redep Hutani yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam
dokumen:
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e Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Biatan tanggal 24
Februari 2022

e Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Tabalar Ulu
tanggal 23 Februari 2022

e Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Semurut tanggal
23 Februari 2022

o Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Birang tanggal 17
Februari 2022

e Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Pesayan tanggal
16 Februari 2022

e Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Melati Jaya
tanggal 09 Maret 2022

e Berita Acara Sosialisasi Batas Partisipatif di Kampung Punan KM 21
tanggal 13 April 2023

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah dilakukan penataan batas areal dan

sudah temu gelang (100%), perambahan/perladangan yang dilakukan

masyarakat juga telah diidentifikasi kepemilikan dan luasan dari masing-
masing perambah.

Berdasarkan observasi lapangan pada batas partisipatif yang telah dibuat,

masih terdapat aktifitas masyarakat berkebun di dalam areal PT Tanjung

Redep Hutani sekitar di dalam batas tersebut.

Hasil Observasi lapangan :

a) Batas Partisipatif PT Tanjung Redep Hutani dengan RT 06 KM 21
Kampung Tasuk dengan koordinat N = 02° 20’ 22,7” dan E = 117° 21’
56,3” (terdapat Pal Batas dari kayu Ulin, dan Papan nama)

b) Batas Partisipatif PT Tanjung Redep Hutani dengan desa Kampung
Tasuk dengan koordinat N = 02° 14’ 38,3” dan E = 117° 21’ 52,5”
(terdapat Pal Batas dari kayu Ulin dan Papan nama)

c) Batas Partisipatif PT Tanjung Redep Hutani dengan desa Kampung
Semurut dengan koordinat N = 01° 50’ 44,2” dan E = 117° 48’ 32,1”
(terdapat Pal Batas dari kayu Ulin dan Papan nama)

d) Batas Partisipatif PT Tanjung Redep Hutani dengan desa Kampung
Biatan Bapinang dengan koordinat N = 01° 42’ 10,35” dan E = 117° 56’
20,14” (terdapat Pal Batas dari kayu Ulin dan Papan nama)

e) Batas Partisipatif PT Tanjung Redep Hutani dengan desa Kampung
Harapan Maju dengan koordinat N = 01° 42’ 34,56” dan E = 117° 56’
40,31” (terdapat Pal Batas dari kayu Ulin dan Papan nama)

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dan hasil konsultasi

publik pada tanggal 19 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa diareal PT

Tanjung Redep Hutani banyak ditemukan klaim lahan/pemanfaatan lahan

oleh masyarakat sekitar berupa kebun Sawit dan pemukiman, dan sebagian

besar masyarakat tidak mengetahui Batas PT Tanjung Redep Hutani di

sekitar kampung/desa mereka.

PBPH PT Tanjung Redep Hutani telah melakukan penataan batas secara

partisipatif dengan desa/kampung sekitar areal akan tetapi masih ditemukan

aktivitas masyarakat berupa pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar
berupa kebun atau ladang.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dan hasil konsultasi

publik pada tanggal 19 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa diareal PT TRH

banyak ditemukan klaim lahan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar
berupa kebun Sawit, Cokat dan pemukiman, dan sebagian besar
masyarakat tidak mengetahui Batas PT TRH di sekitar kampung/desa.

Di areal PT Tanjung Redep Hutani banyak ditemukan pemanfaatan lahan

oleh masyarakat berupa ladang atau kebun milik masyarakat atau kelompok
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masyarakat, PT Tanjung Redep Hutani telah melakukan penataan batas
partisipatif namun belum seluruhnya dilapangannya (< 80 %).dan masih

ditemukan aktifitas masyarakat di areal PT Tanjung Redep Hutani.

Nilai Kinerja
Indikator 4.1.

(10/12)x100 % = 83,33 % ( BAIK)

Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1. Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

1.

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Tanjung Redep Hutani memiliki
Justifikasi dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam :

Peta Potensi Konflik IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Skala 1 :
250.000. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai konflik yang ada di
areal PT Tanjung Redeb Hutani.

Laporan pemetaan resolusi konflik PT Tanjung Redep Hutani Semester
1 & 2 Tahun 2020, telah dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi kalimatan
Timur dan Ke BPHL Wilayah XI Samarinda (terdapat bukti tanda
pengiriman dokumen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tingkat Kasus Konflik dalam IUPHHK: Waspada (64,48%)

- Tingkat Desa : Waspada

- Tingkat UM: Waspada

Laporan pemetaan resolusi konflik PT Tanjung Redep Hutani Semester
1 & 2 Tahun 2021, telah dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi kalimatan
Timur dan Ke BPHL Wilayah XI Samarinda (terdapat bukti tanda
pengiriman dokumen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tingkat Kasus Konflik dalam IUPHHK: Waspada (64,4%)

- Tingkat Desa : Waspada

- Tingkat UM: Waspada

Laporan pemetaan resolusi konflik PT Tanjung Redep Hutani Semester
1 & 2 Tahun 2022, telah dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi kalimatan
Timur dan Ke BPHL Wilayah XI Samarinda (terdapat bukti tanda
pengiriman dokumen), dengan rincian sebgai berikut :

- Tingkat Kasus Konflik dalam IUPHHK: Waspada (64,58%)

- Tingkat Desa : Waspada

- Tingkat UM: Waspada

Laporan pemetaan resolusi konflik PT Tanjung Redep Hutani Semester
1 & 2 Tahun 2023, telah dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi kalimatan
Timur dan Ke BPHL Wilayah XI Samarinda (terdapat bukti tanda
pengiriman dokumen), dengan rincian sebgai berikut :

- Tingkat Kasus Konflik dalam IUPHHK: Waspada (63,68%)

- Tingkat Desa : Waspada

- Tingkat UM: Waspada

Laporan pemetaan resolusi konflik PT Tanjung Redep Hutani Semester
1 & 2 Tahun 2024, telah dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi kalimatan
Timur dan Ke BPHL Wilayah Xl Samarinda (terdapat bukti tanda
pengiriman dokumen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tingkat Kasus Konflik dalam IUPHHK: Waspada (63,58%)

- Tingkat Desa : Waspada
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- Tingkat UM: Waspada
Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud di
atas, diketahui laporan dibuat :

- Telah mengacu pada PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran
\

- telah mencakup seluruh potensi konflik yang ada teridentifikasi

- telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHL Wil.
Xl (sebelumnya Wil. XI) Samarinda, tersedia bukti pengirimannya
melalui jasa pengiriman.

Hasil Identifikasi Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Tanjung Redep Hutani

potensi konflik adalah : Klaim lahan/pemanfaatan lahan oleh masyakat sekitar

areal (berupa kebun sawit, ladang dan pemukiman).

% Hasil Observasi lapangan klaim lahan di areal PT Tanjung Redep Hutani
meliputi :

a) Lahan Klaim masyarakat petak 41an. Ibu Tuti luas 4 ha (wilayah
Tabalar) dengan koordinat N = 01° 48’ 51,63” dan E = 117° 48’ 55,08”
(belum selesai)

b) Lahan Klaim masyarakat petak 128 an. Ibu Sumiati luas 12 ha
(wilayah Tabalar) dengan koordinat N = 01° 42’ 46,13” dan E = 117°
52’ 28,73” (selesai dengan membuat surat pernyataan)

c) Lahan Klaim masyarakat petak 27 an. Ambo luas 2 ha (wilayah
Suaran) dengan koordinat N = 02° 2’ 21,85” dan E = 117° 27’ 7,48 (
belum selesai)

d) Lahan Klaim masyarakat petak 23 an. Kel. Bahar luas 12 ha (wilayah
Suaran) dengan koordinat N = 02° 0’ 56,92” dan E = 117° 34’ 46,45”

PBPH PT Tanjung Redep Hutani memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan
Resolusi Konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan sepenuhnya
sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah dilaporkan kepada
Instansi terkait sesuai tata waktunya.

2. Verifier 4.2.2

Tersedia mekanisme resolusi konflik

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Tanjung Redep Hutani telah
Justifikasi memiliki prosedur/mekanisme resolusi konflik tertuang dalam :

1. SOP Penanganan Konflik (11/TRH-PH&S-Doc/VIII/2024) Rev.06 Tanggal
05 Agustus 2024 yang dibuat oleh disiapkan oleh Manager Pamhut &
Sosial, Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

2. SOP ini telah disosialisasikan sesuai dengan berita acara:

a) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Sambarata di Kampung Tasuk Tanggal
25 Januari 2023

b) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Sambarata di Kampung Gunung Sari 26
Januari 2023

c) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Tabalar di Kampung Semurut Tanggal 30
Januari 2023 di hadiri 20 orang

d) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Tabalar di Kampung Tabalar Ulu Tanggal
29 Desember 2022 di hadiri 25 orang
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e) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Suaran di Kampung Suaran Tanggal 11
Januari 2023 (07/TRH-PH&SOS/SR/1/2023).

f) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Suaran di Kampung Pesayan Tanggal 10
Januari 2023 (01/TRH-PH&SOS/SR/1/2023).

g) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Birang di Kampung Melati Jaya Tanggal
23 Januari 2023 dihadiri 11 orang.

h) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Birang di Kampung Birang Tanggal 25
Januari 2023 dihadiri 16 orang.

i) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Birang di Kampung Sembakungan
Tanggal 24 Januari 2023 dihadiri 16 orang.

j) Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan
Penanganan Konflik wilayah Birang di Kampung Merancang Ulu
Tanggal 26 Januari 2023 dihadiri 14 orang.

Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang
cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, tahapan
kerja, dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu konsultasi Publik
(tanggal 29 Mei 2025) dan wawancara langsung dengan wakil masyarakat
sekitar Kades Buyung-buyung, Aparat Pemdes kampung Tasuk, Ka. Kampung
Birang, Ka Kampung Maluang dan Ketua RT 06 Kampung Tasuk diperoleh
informasi bahwa selama periode audit (2020 - 2025), tidak pernah terjadi
konflik yang serius antara PT Tanjung Redep Hutani dengan masyarakat
sekitar.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen prosedur resolusi konflik
sesuai dimaksud butir diatas) :

- Telah mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi;

- Telah disosialisasikan kepada pihak terkait, dan telah disepakati para
pihak

PBPH PT Tanjung Redep Hutani memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian
Konlfik dengan Masyarakat, telah mengakomodir PermenLHK P.8 Tahun 2021
Lampiran V, SOP tersebut telah disosialisasikan dan telah disepakati oleh
para pihak.

3. Verifier 4.2.3

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan
pendanaan

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3 X1 =3

Ringkasan a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Struktur Lembaga Penanganan
Justifikasi Konflik sesuai dengan SK Direktur SDM & Umum Nomor 037/SK-V/01-

2022 tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sugeng Uripno
(Direktur SDM & Umum) dan diperbaharui dengan SK Direktur SDM &
Umum Nomor 005A/SK-V/01-2024 tanggal 02 Januari 2022 tentang
Struktur Lembaga Penanganan Konflik dengan susunan sebagai berikut :

e Manager Pamhut & Sosial : Ahmad Merifin Regend

e Fungsional Pamhut & Sosial Kantor Gunung Tabur : Editia Rahman
e Staf Pamhut & Sosial : Herni Rupia

¢ Manager wilayah :

e Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Sambarata : Hasan

e Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Birang : Salahuddin
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e Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Suaran : Jalaludin Gobel

Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Tabalar : Marzuki

Staff Pamhut & Sosial Wilayah Sambarata : Adrianus Koma

o Staff Pamhut & Sosial Wilayah Birang: Maximilianus H.

Staff Pamhut & Sosial Wilayah Suaran: Didimus

Staff Pamhut & Sosial Wilayah Tabalar: Suhri Nurdin

Selain  itu melibatkan aparat/penegakan  hokum, tokoh

masyarakat/adat.
Pada Struktur Lembaga Penanganan Konflik yang dimiliki telah
menjelaskan masing-masing kedudukan uraian tugas dan tata hubungan.
Pada masing-masing kedudukan uraian tugas terdapat kedudukan dan
uraian tugas sesuai struktur organisasi yang ada.

b) Perusahaan memiliki pendanaan sesuai dengan dokumen pengajuan
anggaran resolusi konflik sebagai berikut :

1) Tahun 2022 dengan total anggaran Rp 246.000.000,-
2) Tahun 2023 dengan total anggaran Rp 261.000.000,-
3) Tahun 2024 dengan total anggaran Rp.204.000.000,-
4) Tahun 2025 dengan total anggaran Rp.238.000.000,-

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial dan hasil konsultasi publik,
selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan
dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat
Pemerintah Desa dan Tokoh Adat setempat serta instansi terkait.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki struktur organisasi/lembaga
penanganan konflik yang melibatkan para pihak, PT Tanjung Redeb Hutani
telah menyiapkan anggaran untuk penanganan konflik dan telah sesuai
dengan kebutuhan menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan.

4, Verifier 4.2.4

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redep Hutani memiliki rencana resolusi konflik tahun
Justifikasi 2021-2025 dengan pendanaan, yang tertuang dalam dokumen rencana

penyelesaian konflik lahan tahun 2021-2025. Luasan yang direncanakan
masing masing tahun sebagai berikut :

1) Tahun 2021 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 52.500.000
- H. Amir: 533.50 Ha
- Piddik: 41,88 Ha
- Kemang/alex: 148 Ha

2) Tahun 2022 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 52.500.000
- H. Amat: 8,81 Ha
- Piddik: 41,88 Ha
- Kemang/alex: 159,51 Ha
- Bilken: 50 Ha

3) Tahun 2023 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 48.000.000
- Kel Rusli: 200 Ha
- Piddik: 30 Ha
- Jerman: 196,49 Ha

4) Tahun 2024 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 48.500.000
- Kel Rusli: 180 Ha
- Piddik: 30 Ha
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- Jerman: 161,49 Ha
5) Tahun 2025 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 48.500.000
- Kel Rusli: 180 Ha
- Piddik: 30 Ha
- Jerman: 149,49 Ha

Dalam dokumen tersebut diuraikan kegiatan yang akan dilakukan, anggaran
biaya, Sumber Daya Manusia yang diperlukan (tim Kerja) dengan melibatkan
para pihak, peralatan, metode yang digunakan dan lainnya.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki rencana resolusi konflik
berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran yang jelas, tata
waktu, alokasi sumber daya (SDM & biaya), mekanisme kerja, monitoring dan
evaluasi dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak.

Verifier 4.2.5 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4
Ringkasan Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Tanjung Redeb Hutani selama
Justifikasi periode audit telah melakukan penanganan konflik sebagai berikut :
No. Wilayah Klaim sd. Mei Yang telah Sisa Klaim
2024 diselesaikan Lahan
(Ha) sd. Mei 2024 (Ha)
1 Tabalar 1.792,03 1.420,54 371,49
2 Suaran 3.103,03 1.615,53 1.487,50
3 Sambarata 523,48 0 523,48
4 Birang 2.289,89 2.254,52 35,37
Total 7.708,43 5.814,07 1.894,36
Persentase 75,42 %

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata
75,42 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan
kepada instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHL).
Berikut dokumentasi penyelesaian konlfik PT Tanjung Redeb Hutani pada 2
(dua) tahun terakhir :

1) Kronologis penyelesaian konflik an. Sudirman di wilayah Suaran
dengan penyelesaian yang bersangkutan membuat pernyataan
setelah dilaporkan ke Polsek Sambaliung

2) Kronologis penyelesaian konflik an. Samsul Bahri dengan
penyelesaian yang bersangkutan membuat pernyataan di depan
Kanit Serse Polsek Tabalar

3) Kronologis penyelesaian konflik an. Agus Salim dengan
mengikutsertakan KPH Berau Utara dengan penyelesaian
Perhutanan Sosial namun sempat berhenti karena adanya isu adanya
pihak-pihak tertentu yang menjual belikan lahan terebut

4) Laporan Pengaduan ke Polsek Tabalar dengan nomor Surat :
06/TRH-TB/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, melaporkan Sdr. Diana
terkait penebangan lahan seluas 12 Ha di wilayah Tabalar (hingga
saat ini belum selesai)

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki laporan/dokumen realisasi
pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 75,42 %
dari rencana penanganan konflik dan terdokumentasi serta telah dilaporkan
kepada instansi yang berwenang.
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Nilai Kinerja
Indikator 4.2.

(19/21)x 100 % = 90,48 % ( BAIK)

Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1. Verifier 4.3.1

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen/laporan data dan
Justifikasi informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh

pemegang PBPH, terdapat dalam dokumen :

1) Peta Sebaran Desa IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani skala 1 :
100.000 ( meliputi 4 UPH)

2) Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi tahun
2018. Pada dokumen ini dijelaskan NKT 5 dan NKT 6. Untuk luasan NKT
5 sebesar 14.494 Ha atau sekitar 31,06% dari luas total NKT dan NKT 6
ditemukan zona lokasi khsusus sebagai tempat peninggalan budaya,
arkeologis dan historis secara nasional atau global berupa kuburan
leluhur di KM 16 seluas 0,05 Ha (0,0001%).

3) Study Sosial Terhadap Program dan Kegiatan Perusahaan Tahun 2021.
Pada dokumen ini dijelaskan mengenai karakteristik masyarakat di desa
sekitar perusahaan

4) Data Base Sosial PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 2025, pada dokumen
ini menjelaskan mengenai gambaran singkat sumber penghidupan
masyarakat sekitar areal

5) Data masyarakat lokal yang memanfaatkan HHBK di dalam dan di sekitar
areal PT Tanjung Redeb Hutani (tahun 2023), HHBK yang masih
dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Madu Hutan di wilayah Birang dan
Sambarata

6) Data perladangan dimana sisa perladangan hingga Mei 2023 terdapat
1.973,36 Ha perladangan yang tertuang dalam peta penguasaan lahan
dengan skala 1: 60.000,. Perladangan yang tersebar di areal perusahaan
telah diidentifikasi kepemilikan dan jenis tanamanya serta luasan
masing-masing peladang.

7) Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 - 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018

8) Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 — 2027 sesuai dengan No. 343 Tahun 2025 tanggal 20
Januari 2025

9) Tersedia laporan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal PT
TRHTahun 2020 — 2025

10) BA Serah Terima Bantuan kegiatan PMDH PT TRH Tahun 2020 - 2025,

sesuai kegiatan yang dilakukan

% Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud

tersebut :
- Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
- Telah dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.

*,
*
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PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang
lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir.

2. Verifier 4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kebijakan/prosedur terkait
Justifikasi peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :

1. SOP Kelola Sosial (No. dokumen : 09/TRH-PH&S-Doc/VI11/2024 Rev.05)
Tanggal 05 Agustus 2024. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut
& Sosial, Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh
GM Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

2. SOP Pemberian Bantuan Sosial (07/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal
05 April 2023. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

3. SOP Kesempatan Berusaha Bagi Masyarakat Sekitar (10/TRH-PH&S-
Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020. Dokumen ini disiapkan oleh
Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh Management Repersentative,
Diketahui oleh GM Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

4. SOP Negosiasai dan Perjanjian (05/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1
Oktober 2020. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

5.  SOP Penyuluhan (08/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020.
Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh
Management Repersentative, Diketahui oleh GM Operasional dan
Disetujui oleh Direktur Produksi.

6. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (04/TRH-PH&S-
Doc/IV/2022) Rev.05 tanggal 5 Agustus 2024. Dokumen ini disiapkan
oleh Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh Management
Repersentative, Diketahui oleh GM Operasional dan Disetujui oleh
Direktur Produksi.

7. SOP Peran Serta Masyarakat (06/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8
April 2022. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

8. SOP Penerimaan Karyawan (01/TRH-SDM-Doc/X/2020) tanggal 1
Oktober 2022. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup

tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab,definisi, prosedur kerja.

Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat

adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Tanjung Redeb Hutani

memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan
sudah diimplementasi melalui program kerjasama NKK dan Tumpangsari
serta telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme/prosedur kerja terkait

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang
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lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum masyarakat
setempat.

3. Verifier 4.3.3

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 =2

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen rencana yang memuat
Justifikasi upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :

1. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 - 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018.

2. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 — 2027 sesuai dengan No. 343 Tahun 2025 tanggal 20
Januari 2025

3. RKTPH PT Tanjung Reden Hutani Tahun 2020 - 2025, tersedia lengkap.
Pada dokumen ini menjelaskan rencana dan realisasi Fungsi Kelestarian
Sosial pada tahun berjalan

4. Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 - 2025. Dokumen ini
menjelasakan rencana kegiatan dan anggaran kelola sosial dengan
sasaran desa.

5. Surat Perjanjian Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan kelompok
Masyarakat desa sekitar areal kerja terkait usaha pemanfaatan kawasan
untuk Tanaman Acaia Mangium ( ada 4 kesepakatan)

6. Perjanjian Kerjasama antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan
perorangan dalam rangka kemitraan pembangunan tanaman kehidupan
dan pemanfaatan hasil hutan kayu

7. Kesepakatan-kesepakatan lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pada saat konsultasi publik

pada tanggal 29 Mei 2025 dan wawancara langsung diperoleh informasi

bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah menyusun program peningkatan
ekonomi setempat berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat
sekitar, namun baru sebagian.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen rencana kegiatan

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat, namun baru sebagian mengakomodir aspirasi
masyarakat.

4. Verifier 4.3.4

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2 =6

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan implementasi kegiatan
Justifikasi peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :

» Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan kelola sosial Tahun
2020 - 2024 sebagai berikut :
a) Tahun 2021 sebesar 72,09 %
b) Tahun 2022 sebesar 48,24 %
c) Tahun 2023 sebesar 43,23 %
d) Tahun 2024 sebesar 59,65 %
Rata — rata sebesar 55,80 %

» Penyerapan tenaga kerja lokal PT Tanjung Redeb Hutani Karyawan
pada Tahun 2020 — 2025 sebagai berikut :
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a) Tahun 2020 sebesar 96,61 % ( 228 orang dari 236 karyawan )
b) Tahun 2021 sebesar 96,25 % ( 231 orang dari 240 karyawan )
c) Tahun 2022 sebesar 94,98 % ( 208 orang dari 219 karyawan )
d) Tahun 2023 sebesar 94,95 % ( 207 orang dari 218 karyawan )
e) Tahun 2024 sebesar 95,04 % ( 211 orang dari 222 karyawan )
f) Tahun 2025 sebesar 95,56 % ( 237 orang dari 248 karyawan )
Rata — rata sebesar 95,56 %
» Pemanfaatan kontraktor/mitra dari lokal PT Tanjung Redeb Hutani
Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :
a) Tahun 2020 sebesar 38,46 % ( 5 lokal dari 13 kontraktor )
b) Tahun 2021 sebesar 53,33 % ( 8 lokal dari 15 kontraktor )
c) Tahun 2022 sebesar 40,00 % ( 6 lokal dari 15 kontraktor )
d) Tahun 2023 sebesar 44,44 % ( 4 lokal dari 9 kontraktor )
e) Tahun 2024 sebesar 54,54 % ( 6 lokal dari 11 kontraktor )
Rata - rata sebesar 46,15 %
» Pembayaran Fee Kompensasi sudah dibayar semua tidak ada
tunggakan, atau sebesar 100 %
Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT
Tanjung Redeb Hutani sebesar :
(55,80 + 95,56 + 46,15 + 100) % : 4 = 74,38 % (> 50%)
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah mengimplementasi kegiatan
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi
produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 74,38 % (> 50 %) dari
rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di
lapangan.

Nilai Kinerja
Indikator 4.3.

(14/15) X100 % = 93,33 % (BAIK)

Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.

Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan Pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2 =6

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi

Justifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &

lingkungan meliputi :
a) Bantuan Hari Besar Agama, HUT Desa dan HUT Rl
b) Bantuan Honor Guru TK
c) Perbaikan jalan usaha tani
d) Kerjasama pemasaran sayuran dan ikan
e) Kerjasama kemitraan dengan kelompok masyarakat mengenai
usaha pemanfaatan kawasan untuk Tanaman Acaia Mangium
f)  Kerjasama kemitraan Kehutanan mengenai usaha pemanfaatan
kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa
sawit yang berada di kanan kiri jalan PU
g) Pembayaran fee kompensasi kayu alam
h) Pemanfaatan tenaga kerja lokal
Berdasarkan hasil telaahan dokumen yang telah diverifikasi bahwa tersedia
hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa melalui forum
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komunikasi berupa kegiatan sosialisasi dan telah disepakati program
prioritas dengan terlaksananya program pembayaran kompensasi, bantuan
HUT RI, perbaikan jalan dan lainnya.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu konsultasi Publik
(tanggal 29 Mei 2025) dan wawancara langsung dengan wakil masyarakat
sekitar, Ketua RT 06 Desa Tasuk (Bpk. Paulus), Kades Buyung-Buyung (Bpk.
Mustofa) dan Kades Merancang Ulu (Bpk. Khaerul Saleh), memperoleh
informasi bahwa seluruhnya tanggung jawab sosial PT TRH kepada
masyarakat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi
kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &
lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak
dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/
koordinasi dan telah disepakati program prioritasnya.

2. Verifier 4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2 x1=2

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Tanjung Redeb Hutani memiliki
Justifikasi dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana

prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang

dalam dokumen :

1. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 - 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018.

2. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2018 — 2027 sesuai dengan No. 343 Tahun 2025 tanggal 20
Januari 2025

3. RKTPH PT Tanjung Reden Hutani Tahun 2020 - 2025, tersedia lengkap.
Pada dokumen ini menjelaskan rencana dan realisasi Fungsi Kelestarian
Sosial pada tahun berjalan

4. Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 - 2025. Dokumen ini
menjelasakan rencana kegiatan dan anggaran kelola sosial dengan
sasaran desa.

5. Surat Perjanjian Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan kelompok
Masyarakat desa sekitar areal kerja terkait usaha pemanfaatan kawasan
untuk Tanaman Acaia Mangium

6. Perjanjian Kerjasama antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan
perorangan dalam rangka kemitraan pembangunan tanaman kehidupan
dan pemanfaatan hasil hutan kayu

7. PT Tanjung Redeb Hutani memiliki program pembayaran kompensasi
yang telah terlaksana namun dokumen SPK nya belum dapat
ditunjukkan

Hasil verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, PT Tanjung Redeb Hutani

memiliki rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup

seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana
prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi, namun
demikian PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan pembayaran Fee

Kompensasi kepada masyarakat sekitar akan tetapi tidak tersedia dokumen

kesepakatan terkait fee kompensasi.

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar

diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait

tanggung jawab sosial dari PT Tanjung Redeb Hutani, kegiatan Kelola Sosial
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PT Tanjung Redeb Hutani yang dilaksanakan sebagian besar berdasarkan
proposal/usulan dari masyarakat
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen rencana kerja tanggung
jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas
sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran
dan didasarkan hasil identifikasi.

3. Verifier 4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh pemegang PBPH

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Tanjung Redeb Hutani memiliki
Justifikasi mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial

dan lingkungan tertuang dalam :

1. SOP Kelola Sosial (09/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal 05 April 2023.
Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh
Management Repersentative, Diketahui oleh GM Operasional dan
Disetujui oleh Direktur Produksi.

2.  SOP Pemberian Bantuan Sosial (07/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal
05 April 2023. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

3. SOP Kesempatan Berusahan Bagi Masyarakat Sekitar (10/TRH-PH&S-
Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020. Dokumen ini disiapkan oleh
Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh Management Repersentative,
Diketahui oleh GM Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

4. SOP Negosiasai dan Perjanjian (05/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1
Oktober 2020. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

5.  SOP Penyuluhan (08/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020.
Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh
Management Repersentative, Diketahui oleh GM Operasional dan
Disetujui oleh Direktur Produksi.

6. SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (04/TRH-PH&S-
Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022. Dokumen ini disiapkan oleh Manager
Pamhut & Sosial, Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui
oleh GM Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

7. SOP Peran Serta Masyarakat (06/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8
April 2022. Dokumen ini disiapkan oleh Manager Pamhut & Sosial,
Fasilitator oleh Management Repersentative, Diketahui oleh GM
Operasional dan Disetujui oleh Direktur Produksi.

8. SOP Social Impact Assesment (No. SOP-001.SOS/SAL Rev.1), tanggal
berlaku 16 Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh Site Manager
dan disetujui oleh General Manager.

9. SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (No. SOP-014.SOS/SAL
Rev.1), tanggal berlaku 16 Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh
Site Manager dan disetujui oleh General Manager.

10. SOP Pola Kemitraan (No. SOP-016.SOS/SAL Rev.1), tanggal berlaku 16
Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh Site Manager dan disetujui
oleh General Manager

11. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Hutan (No. SOP-010.SOS/SAL
Rev.1), tanggal berlaku 16 Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh
Site Manager dan disetujui oleh General Manager.
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12. SOP Persiapan Pengembangan Masyarakat (No. SOP-017.SOS/SAL
Rev.1), tanggal berlaku 16 Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh
Site Manager dan disetujui oleh General Manager.

13. SOP Distribusi Manfaat (No. SOP-013.SOS/SAL Rev.1), tanggal berlaku
16 Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh Site Manager dan
disetujui oleh General Manager.

14. SOP Pemberian Dana Kompensasi (No. SOP-015.SOS/SAL Rev.1),
tanggal berlaku 16 Januari 2023, dibuat oleh SHE, diperiksa oleh Site
Manager dan disetujui oleh General Manager.

Implementasi dalam kegiatan :

a) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara PT Tanjung Redeb
Hutani dengan masyarakat sekitar areal tentang usaha pemanfaatan
kawasan untuk semua jenis Tanaman Kehidupan Masyarakat kecuali
Kelapa Sawit (ada 4 kesepakatan)

b) Perjanjian Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan kelompok
Masyarakat Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar usaha pemanfaatan
kawasan untuk Tanaman Acaia Mangium

c) Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung Redeb
Hutani dengan Kampung Semurut mengenai usaha pemanfaatan
kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa sawit
yang berada di kanan kiri jalan PU

d) Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung Redeb
Hutani dengan Sdr. Benyamin Warga Kampung Semurut dalam rangka
kemitraan pembangunan tanaman kehidupan dan pemanfaatan hasil
hutan kayu

Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup
tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab,definisi, prosedur kerja.
Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat
adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana
aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan
budaya tetap diperbolehkan dan telah mengacu kepada pedoman teknis
dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti belum mengacu kepada
peraturan yang terbaru.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme implementasi

tanggung jawab dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh

program prioritas, dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan
tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat
pengesahan dari yang berwenang.

4. Verifier 4.4.4

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025) PT Tanjung Redeb Hutani telah
Justifikasi melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :

1. Tahun 2021 Sosialisasi di kampung :
a) Suaran Kec. Sambaliung tanggal 10 Maret 2021
b) Pilanjau Kec. Sambaliung tanggal 17 Maret 2021
c) Inaran Kec. Sambaliung tanggal 23 Februari 2021
d) Pettung Kec. Gunung Tabur tanggal 19 Februari 2021
e) Birang Kec. Gunung Tabur tanggal 25 Agustus 2020
f) Semurut Kec. Tabalar tanggal 19 Februari 2021
g) Biatan Bapinang Kec. Biatan tanggal 26 Maret 2021
h) Tasuk Kec. Gunung Tabur tanggal 7 April 2021
i) Harapan Maju Kec. Tabalar tanggal 24 Februari 2021
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2. Tahun 2022 Sosialisasi di kampung :

a) Suaran Kec. Sambaliung tanggal 17 Februari 2022

b) Pesayan Kec. Sambaliung tanggal 16 Februari 2022

c) Inaran Kec. Sambaliung tanggal 24 Februari 2022

d) Rantau Panjang Kec.Sambaliung tanggal 8 Juni 2022

e) Gurimbang Kec. Sambaliung tanggal 25 Februari 2022

f) Sambaliung Kec. Sambaliung tanggal 25 Februari 2022

g) Pilanjau Kec. Sambaliung tanggal 15 Februari 2022

h) Buyung-buyung Kec. Tabalar tanggal 11 Februari 2022

i) Semurut Kec.Tabalar tanggal 23 Februari 2022

j) Tubaan Kec. Tabalar tanggal 8 Juni 2022

k) Tabalar Ulu Kec. Tabalar tanggal 23 Februari 2022

I) Harapan Maju Kec. Tabalar tanggal 8 Juni 2022

m) Biatan Bapinang Kec. Biatan tanggal 9 Juni 2022

n) Bukit Makmur Kec. Biatan 25 tanggal Februari 2022

0) Gunung Sari Kec. Segah tanggal 16 Februari 2022

p) Tasuk Kec. Gunung Tabur tanggal 9 Maret 2022

q) Birang Kec. Gunung Tabur tanggal 17 Februari 2022

r) Maluang Kec. Gunung Tabur tanggal 30 Maret 2022

s) Sambakung Kec. Gunung Tabur tanggal 30 Maret 2022

t) Melati Jaya Kec. Gunung Tabur tanggal 9 Maret 2022

u) Merancang Ulu Kec. Gunung Tabur tanggal 27 Maret 2022
3. Tahun 2023 Sosialisasi diakukan pada 10 (sepuluh) kampung/desa sekitar.
4. Tahun 2024 Sosialisasi dilakukan pada 19 (sembilan belas) kampung/desa

sekitar
5. Tahun 2025 Sosialisasi dilakukan pada 19 (sembilan belas kampung/desa

sekitar
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar pada acara
Konsultasi Publik tanggal 29 Mei 2025 dan wawancara langsung diperoleh
informasi bahwa PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak rutin dilakukan serta tidak
disampaikan terkait program kegiatan Kelola Sosial/CSR PT Tanjung Redeb
Hutani pada masing-masing desa binaan.
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat sekitar, namun baru sebagian program prioritas
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah disosialisasikan.

5 Verifier 4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan Pada periode Resertifikasi (tahun 2025), PT Tanjung Redeb Hutani memiliki
Justifikasi rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

sebagai berikut :
a) Tahun 2021 realisasi mencapai 80,91 %
b) Tahun 2022 realisasi mencapai 42,49 %,
c) Tahun 2023 realisasi mencapai 102,57 %
d) Tahun 2024 realisasi mencapai 123,23 %.
« Rata-rata mencapai 87,30 %, dilengkapi dengan BA serah terima dan
atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat
dibuktikan di lapangan dengan rata-rata sebesar 87,30 % , serta dilengkapi
dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang
dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
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% Kegiatan Kelola Sosial PT Tanjung Redeb Hutani meliputi :

1) Bantuan Hari besar agama dan HUT RI

2) Bantuan Pembangunan rumah ibadah

3) Bantuan Bibit Kehutanan dan Perkebunan

4) Perbaikan jembatan/jalan menuju desa/kampung binaan

5) Pembayaran Fee Kayu hutan alam

6) Kerjasama kemitraan pengelolaan hutan kiri kanan jalan poros

7) Kerjasama pemasaran hasil sayuran dan ikan dengan masyarakat

sekitar

8) Pemanfaatan tenaga kerja lokal sebesar 95,56 %

9) Pemanfaatan kontraktor lokal
Kegiatan Kelola Sosial PT Tanjung Redeb Hutani periode tahun 2021 - 2024
rata-rata sebesar 87,30 %, dilengkapi dengan BA serah terima dan atau bukti
kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan, sebagian besar kegiatan kelola
sosial berupa bantuan alat berat, Pemasaran Sayuran dan lkan dan
Kerjasama dengan koperasi penyediaan tenaga kerja.
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah merealisasikan pelaksanaan tanggung
jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai
87,30 % dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap,
dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Nilai Kinerja
Indikator 4.4.

(21/24) x 100 % = 87,50 % (BAIK)

Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1. Verifier 4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki sarana hubungan industrial
Justifikasi terhadap karyawannya dan implmentasinya tertuang dalam:

e PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Perjanjian Kerja Bersama periode
2024-2025 dan telah telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Berau Nomor : KERP.560/027/Hubin tanggal 22 April
2024 (masa berlaku sampai 2 Januari 2025)

e Tersedia BA Sosialisasi PKB PT TRH di Wilayah Tabalar (tanggal 5 Mei
2023) dan di wilayah Suaran (8 Mei 2023), Sosialisasi di Birang ( 8 Mei
2023) dan Sambarata ( tanggal 9 Mei 2023), tidak dilengkapi dengan
Daftar hadir.

e Tersedia BA Sosialisasi PKB PT Tanjung Redeb Hutani tertanggal 04
Juni 2024 di Wilayah Tabalar dan Suaran, Sosialisasi di Birang dan
Sambarata pada tanggal 05 Juni 2024

e PT Tanjung Redeb Hutani memiliki serikat pekerja dan telah dicatatkan
kepada DInas Tenaga Kerja dan ransmigrasi Kabupaten Berau sesuai
dengan nomor surat 251/051.4KSK tentang Pemberitahuan Pencatatan
Pengurus. Kepengurusan Baru Pergantian Pengurus PUK SP-KAHUT
PT Tanjung Redeb Hutani dengan nomor bukti pencatatan 01/SP-
KAHUT/TRH/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 telah dicatat dan terdata
dengan nomor Pergantian Pengurus yang baru tanggal 18 Maret 2024

e Tersedia SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Berau Nomor 560/032/Hubin tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama
Bipartit PT Tanjung Redeb Hutani tanggal 12 Mei 2023

e PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh
kesah yang tertuang dalam SOP Keluh Kesah (06/TRH-SDM-
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Doc/X/2020) tanggal 1 Oktober 2020, yang disiapkan oleh Manager
SDM & Umum, Fasilitator oleh Management Representative, diketahui
oleh GM Tata Usaha, Disetujui oleh Direktur SDM & Umum

e Memiliki keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) Prov. Kaltim dengan
nomor anggota 284

e Tersedia dokumen Laporan ketenagakerjaan PT Tanjung Redeb Hutani
bulan April 2025, disampaikan tanggal 5 Mei 2025

e Terdapat contoh SPK an. Karlianus Tober Koma (PKWT) dan Abd
Rahman (PKWT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an.
Restiani Ulus, pada waktu masuk kerja berumur 18 Tahun dan 6 bulan

e Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.
PT Tanjung Redeb Hutani memiliki peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik
Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya
memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial
nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial,
UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
dan PP Nomor 35 Tahun 2021).

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen sarana hubungan

industrial yang legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.

2. Verifier 4.5.2

Implementasi kebijakan standar jenjang karier.

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3 x1=3

Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme terkait standar jenjang
Justifikasi karir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2024 -

2025 Bab Il (Pasal 12,13 & 14) tentang Promosi, Mutasi, dan Demosi. PT TRH
memiliki prosedur/SOP SOP Promosi dengan nomor dokumen
04/TRHOSDM-Doc/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020

Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Tanjung Redeb Hutani
tahun 2020 - 2024 :

No | Tahun | Rencan | Realisa Keterangan
a si
(orang) | (orang)
1 2020 40 32 Berlaku 1 Desember
2020
2 2021 32 29 Berlaku 27 Sept — Okt
2021
3 2022 5 4 Berlaku 21 Jan - April
2022
4 2023 3 2 Berlaku 01 Juli — 06 Sept
2023
5 2024 11 10 Berlaku 1 Mei 2024
Total 91 77
Persentase 84,61 %

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, implementasi jenjang karir
yang dilakukan berupa tersediannya dokumen mekanisme yang mengatur
jenjang karier serta penilaian karyawan dan SK pengangkatan, dimana
tersedia proses penilain karyawan hingga SK pengangkatan karyawan.
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PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kebijakan standar jenjang karier
yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah
diterapkan pada kenaikan jenjang karier rata-rata sebesar 84,61 %.

3. Verifier 4.5.3

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2 =6

Ringkasan Untuk Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier PT
Justifikasi Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme tertuang dalam Peraturan

Perusahaan PT Tanjung Redeb Hutani Periode 2024 - 2025, selain itu
terdapat SOP Program Pelatihan dan Pengembangan (No. SOP-
006.KTU/SAL Rev.1 tanggal berlaku 01 Januari 2023.
Implementasi pengembangan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan
pelatihan, pada
1. Tahun 2020/2021 rencana 19 jenis pelatihan dengan peserta 56 orang
telah terealisasi 19 pelatihan (100 %) dengan peserta 56 orang (100 %)
2. Tahun 2021/2022 rencana 2 jenis pelatihan dengan peserta 64 orang
telah terealisasi 2 pelatihan (100 %) dengan peserta 64 orang (100 %)
3. Tahun 2022/2023 rencana 2 jenis pelatihan dengan peserta 47 orang
telah terealisasi 2 pelatihan (100 %) dengan peserta 47 orang (100 %)
4. Tahun 2023/2024 rencana 9 jenis pelatihanan dengan peserta 15 orang
telah terealisasi 9 pelatihan ( 100 %) dengan peserta 15 orang (100 %)
5. Tahun 2024/2025 rencana 9 jenis pelatihan dengan peserta 64 orang,
sd. bulan April 2025 telah terealisasi 9 pelatihan (100 %) dengan
peserta 64 orang (100 %)
Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi pelatihan tersebut diatas, PT
Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen rencana pengembangan
kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi,
terealisasi rata-rata untuk Jenis Pelatihan 100 % dan Peserta 100 %, serta
kompetensi pada jabatan/tugas seluruhnya terpenuhi.

4, Verifier 4.5.4

Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Tanjung Redeb Hutani dan
Justifikasi implementasinya meliputi

a) Peraturan Perusahaan PT Tanjung Redeb Hutani periode 2024 - 2025,
Bab X - XIV Pasal 43 - 66, tentang Tunjangan dan Fasilitas, Jaminan
Kesehatan dan BPJS Ketenagajerjaan, K3, Bantuan Sosial dan
Kesejahteraan.

b) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 100.3.3.1/K.836/2023 tanggal 30
November 2023 tentang Pentapan UMK Kab. Berau Tahun 2024
(sebesar Rp. 3.832.297,-).

c) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 100.3.3.1/K.554/2024 tanggal 18
Desember 2024 tentang Pentapan UMK Kab. Berau Tahun 2025
(sebesar Rp. 4.081.396,31).

d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah Tahun 2024 an.FM dan VD, Contoh
slip gaji terendah tahun 2025 an. SPA upah yang diterima di atas UMK
Kab. Berau yang berlaku

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2025 sebesar
Rp.19.551.377,- dan Mei 2025 sebesar Rp.24.894.332,- contoh kartu
BPJS Ketenagakerjaan an. Bayu Candra dan Julian Oriztia Rachman

f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan April 2025 sebesar
Rp.78.015.558,- dan Mei 2025 sebesar Rp. 77.857.443,- contoh kartu
BPJS Kesehatan an. Bayu Candra dan Julian Oriztia Rachman
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g) Di Camp Wilayah PT TRH tidak ada Klinik Perusahaan, apabila ada
karyawan yang sakit dirujuk ke Puskesmas terdekat (Puskesmas
Kecamatan) dengan fasilitas BPJS dan jika Puskesmas tidak mampu
selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di ibukota kabupaten
( Tanjung Redeb), akses mudah dijangkau.

h) Terdapat Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Abdul Rifai dengan PT
Tanjung Redeb Hutani tentang Pelayanan Kesehatan tanggal 8 Januari
2024 berlaku sampai 31 Desember 2026

i)  Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Base Camp PT Tanjung Redeb Hutani
di masing-masing wilayah, cukup memadai dan representatif (seperti :
kantor, mess, kantin, tempat olah raga, tempat ibadah dll)

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an.HRWD dan ES) diperoleh

informasi bahwa PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kebijakan pengupahan,

tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan
serta telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada
karyawannya.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan,

kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas

karyawan, dan telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nilai Kinerja
Indikator 4.5.

(18/18)x100% =100 % ( BAIK)

2.2. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1.

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1. | Verifier Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
1.1.1.a.
Nilai MEMENUHI
Ringkasan PT Tanjung Redeb Hutani merupakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Justifikasi Hutan untuk pemanfaatan hutan tanaman dengan dokumen legal sesuai

keputusan Menteri yang menangani masalah kehutanan sebagai berikut :

1) SK. Menhut No. 641/Kpts-11/1996 tanggal 8 Oktober 1996 untuk jangka
waktu 43 tahun sampai dengan 28 April 2036.

2) SK Menhut No. 329/Menhut-11/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang mengubah
luas areal menjadi £187.920 Ha.

3) SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016
yang mengubah luas areal menjadi £185.840 Ha.

4) Keputusan MenLHK : SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017
tanggal 17 April 2017 yang merupakan addendum kesatu keputusan
Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016.
Addendum ini memberikan kewajiban atas areal yang terbakar dan tidak
mengubah luas areal.

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.685/Menlhk/Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, yang
mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman.

Terdapat surat hasil penafsiran citra satelit pada PBPH PT Tanjung Redeb

Hutani tahun 2023 dengan mengambil sumber Mosaik Citra Landsat 8 OLI
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Band 653 Path/Row 116/58, 110/59 dan 117/58 Liputan Tanggal 26 Juli 2023
dan 2 Agustus 2023 serta di overlay dengan Peta Perkembangan
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan
tahun 2017 Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018
Tanggal 23 Nopember 2018) maka areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 159.215,00 Ha; Kawasan
Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 16.122,00 Ha, Kawasan Hutan
Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 1.240,00 Ha dan Areal
Penggunaan Lain (APL) seluas 9.263,00 Ha.

Dokumen Legalitas Perseroan

Tersedia dokumen legal perseroan pendirian PT Tanjung Redeb Hutani yang

lengkap, dengan rincian sebagai berikut :

6) Akte pendirian perusahaan atas nama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor
11 tanggal 14 April 1993 oleh Notaris JACINTA SUSANTI, SH, yang
berkedudukan di Jakarta dan seterusnya Akta Pendirian telah
didaftarakan di Kemenkumham dan dicatat dalam Keputusan No. C2-
4477.HT.01.01.TH’93 tanggal 10 Juni 1993 yaitu memberikan
persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tanjung Redeb
Hutani NPWP.1.604.431.5-021.

7) Akte perubahan terakhir yaitu Akta No. 793 tanggal 16 Januari 2023 oleh
Notaris ANGGIE LESTARI, SH. M.Kn yang berkedudukan di Jawa Barat.
Sesuai Akta Perubahan Terakhir Susunan Pengurus :

Dewan Direksi :

Direktur Utama : ARIS MARSUDIYANTO
Direktur Keuangan ; SIMON ALOYSIUS MANTIRI
Direktur Produksi : BENNY PANGBIN

Direktur Pengembangan : EDDY RAHARDJO HADISIWOYO
Direktur SDM dan UMUM : SUGENG URIPNO

Direktur Legal : SONNY C.A. ENGKO

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : ERWIEN KURNIANA YOGASARA
Komisaris : MUTANTO YUWONO

8) Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis Risiko atas nama PT
Tanjung Redeb Hutani dengan NIB No. 8120113022568 tanggal 26
Oktober 2018. Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis Risiko atas nama
PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kode KBLI 02117 dengan nama Judul
KBLI Pengusahaan Hutan Akasia.

9) Terdapat NPWP atas nama PT Tanjung Redeb Hutani No. NPWP16:
0016 0443 1502 1000

2. | Verifier Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak
1.11.b pengelolaan (N/A jika tidak ada)
Nilai MEMENUHI
Ringkasan Pada areal PT Tanjung Redeb Hutani terdapatpenggunaan kawasan yang
Justifikasi sah di luar kegiatan PBPH berupa perizinan PPKH untuk pertambangan

batubara dan penggunaan untuk infrastruktur dan fasilitas umum berupa
jalur sutet dan jalan raya sebagai berikut :

N P Luas Overlap
No. | ''amaremegang Izin PPKH PPKH PT TRH
PPKH
(Ha.) (Ha.)
1. | PT Berau Coal SK. No. 785/Menhut-1/2012 Tgl. 27 754,30 754,30
Des. 2012
2. | PT Berau Coal SK. No. 487/Menhut-1/2009 Tgl. 29 257848 | 2.578,48
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Agust. 2009
3. | PT Berau Bara SK. No. 253/Menhut-11/2008 tgl. 2 Juli 376,14 376,14
Energi 2008
4, PT Nusantara SK. No. 487/Menhut-11/2010 tgl. 31 802,80 802,80
Berau Coal Agt. 2010
5. PT Nusantara SK. No. 591,67 591,67
Berau Coal 1020/MenLHK/Setjen/PLA.0/12/2019
6. PT Southbengara SK. No. 591 Tahun 2024 tgl. 27 Mei 26,08 26,08
Il 2024
7. PT Berau Coal SK. No. 162/Menhut-11/2011 Tgl. 31 921,85 369,45
Maret 2011
8. | PT Berau Coal SK. No. 2/1/IPPKH/PMA/2017 tgl. 16 1.580,44 1.409,39
Jan. 2017
9. | PT Berau Coal SK. No. 2.650,89 2.650,89
1144/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2022
10. | PT Artha Tunggal SK. No. 61/1/IPPKH/PMDN/2017 tgl. 3 310,43 310,43
Mandiri Juli 2017
11. | PT Artha Tunggal SK. No. 623,50 623,50
Mandiri 151/MenLHK/Setjen/PLA.0/4/2021 tgl.
14 Apr.2021
12. | PT PLN Persero SK. No. 73/1/IPPKH/PMDN/2017 tgl. 26,47 26,47
18 Juli 2017
13. | PT PLN Persero SK. No. 367/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/ 63,50 53,94
2021 tgl. 1 Juli 2021
14. | Pemda Berau SK. No. 146,33 121,83
379/MenLHK/Setjen/PKL.0/5/2016 tgl.
20 Mei 2016
Jumlah 11.447,72 | 10.704,37
Prinsip 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1 Verifier 2.1.1. a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau
RPKH) dengan lampiran- lampirannya.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PT TRH Periode Tahun 2018 —
Justifikasi 2027, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan melalui SK. No. SK.7724/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021
tanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Periode Tahun 2018 — 2027 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani
Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH pada areal
luas 185.840 Ha dengan skala 1:105.000 yang telah dibuat oleh
GANISPH Canhut.

Rencana penataan areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani sesuai dengan
dokumen RKUPH periode 2018-2027 secara garis besar adalah
penataan Kawasan Lindung seluas 47.317,74 Ha (25,46%) dan Areal
Budidaya seluas 138.522,26 Ha (74,54%).

Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
Periode Tahun 2018 — 2027, yang telah disahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. Nomor : 343 Tahun 2025
tanggal 20 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja
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Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Periode Tahun 2018 — 2027 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani
Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH pada areal
luas 185.840 Ha dengan skala 1:110.000 yang telah dibuat oleh
GANISPH Canhut.

Rencana penataan areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani sesuai dengan
dokumen Perubahan RKUPH periode 2018-2027 adalah seperti tabel
berikut :

a. Kawasan Lindung/areal Preservasi seluas + 45.844 Ha;

b. Areal Budidaya seluas + 128.584 Ha;

c. Kebun Sawit seluas + 3.069 Ha; dan

d. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas * 8.344 Ha.

2. | Verifier 2.1.2.

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang

b. telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh
tenaga profesional di bidang kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

o Petarencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Dokumen RKUPH Periode 2018-2027
Justifikasi

Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PT TRH Periode Tahun 2018 —
2027, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melalui SK. No. SK.7724/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021
tanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Periode Tahun 2018 — 2027 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani
Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH pada areal
luas 185.840 Ha dengan skala 1:105.000 yang telah dibuat oleh
GANISPH Canhut.

Rencana penataan areal kerja PT Tanjung Redeb Hutani sesuai dengan
dokumen RKUPH periode 2018-2027 secara garis besar adalah
penataan Kawasan Lindung seluas 47.317,74 Ha (25,46%) dan Areal
Budidaya seluas 138.522,26 Ha (74,54%).

Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
Periode Tahun 2018 — 2027, yang telah disahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. Nomor : 343 Tahun 2025
tanggal 20 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Periode Tahun 2018 — 2027 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani
Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH pada areal
luas 185.840 Ha dengan skala 1:110.000 yang telah dibuat oleh
GANISPH Canhut.

Dokumen RKTPH

Selama periode audit PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan
RKTPH sebagai berikut

1) Terdapat RKTPH tahun 2023 yang telah diterbitkan secara self-
approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai
keputusan Direktur Pengembangan PT Tanjung Redeb Hutani No.
012/SK-1/12.2022 tanggal 23 Desember 2022, SK RKTPH Tahun
2023 dilampiri dengan peta untuk rencana produksi dan rencana
tanam di wilayah Birang dan Sambarata serta Suaran dan Tabalar
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2)

3)

1)

skala 1:100.000. RKTPH Tahun 2023 berlaku sampai dengan 31
Desember 2023.
Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2024 yang telah diterbitkan
secara self-approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan
sesuai keputusan Direktur PBPH PT Tanjung Redeb Hutani No.
005/SK-1/12-2023 tanggal 29 Desember 2023 dan ditandatangani
oleh Direktur Pengembangan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani;
EDDY RAHARDJO, HS. RKTPH Tahun 2024 berlaku mulai tanggal
1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Terdapat Peta RKTPH Tahun 2024 pada areal seluas 185.840 Ha
dengan skala 1:100.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut
SUGIARY NoReg. 01230006708.
Adapun Rencana pemanenan dan pemanfaatan kayu RKTPH Tahun
2024 sebagai berikut :
a) Target Murni RKTPH 2024
» Hutan Tanaman : Jenis Akasia Sp. seluas 1.777,57 Ha
dengan Volume 187.188,29 M3
» Tanah kosong atau semak belukar seluas 1.156,89 Ha
dengan volume sebesar 9.995,66 M3.
» LOA seluas 3.097,97 Ha dengan volume sebesar
127.818,05 M3,
b) Target Carry Over RKTPH 2024
» Hutan Tanaman Jenis Akasia Mangium seluas 1.719,62
Ha dengan Volume 168.848,92 M3.
Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2025 yang telah diterbitkan
secara self-approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan
sesuai keputusan Direktur PBPH PT Tanjung Redeb Hutani No.
002/SK-1V/2-2025 tanggal 21 Februari 2025 yang berlaku mulai
tanggal 21 februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember
2025 dan dilampiri dengan Peta RKTPH Tahun 2025 pada areal
seluas 185.840 Ha dengan skala 1:100.000. Peta dibuat oleh
GanisPH Canhut SUGIARY NoReg. 01230006708.
Adapun Rencana pemanenan dan pemanfaatan kayu sesuai Surat
Keputusan RKTPH Tahun 2025 No. 002/SK-IV/2-2025 tanggal 21
Februari 2025 sebagai berikut :
a) Target Murni RKTPH 2024
» Hutan Tanaman Jenis Akasia Sp. seluas 7.141,47 Ha
dengan Volume 403.800,25 M3.
» Tanah kosong atau semak belukar seluas 8.477,17 Ha
dengan volume sebesar 70.499,80 M3.
» LOA seluas 1.370,60Ha dengan volume sebesar
79.698,81 M3.
b) Target Carry Over RKTPH 2024
» Hutan Tanaman Jenis Akasia Mangium seluas 1.719,62
Ha dengan Volume 168.848,92 M3.

Ganis PHPL Canhut

Terdapat 2 (dua) orang personil GanisPH CANHUT pada PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani yang telah diunggah pada sistem SIGANISHUT
sebagai berikut :

GANISPH CANHUT GanisPH CANHUT atas nama SUGIARY dengan
Nomor Register 01230006708 dengan masa berlaku Register 24
Juli 2023 s/d 31 Juli 2025. Persetujuan Penugasan Nomor
110723135 tanggal 24 Juli 2023 dengan masa berlaku penugasan
sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.
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2) GanisPH CANHUT atas nama RIYANTO, S.Kom. dengan Nomor
Register 01230007120 dengan masa berlaku Register 24 Juli 2022
s/d 28 Desember 2027. Persetujuan Penugasan Nomor 110723136
tanggal 24 Juli 2023 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal

31 Juli 2025.
3 | Verifier 2.2.1. a. | : | Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan : | PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan Timber
Justifikasi Cruising pada areal hutan alam dan kegiatan PHI (PreHarvest Inventory)

pada areal hutan tanaman untuk menghitung potensi hasil hutan yang

akan direncanakan pada Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan

(RKTPH) Tahun 2024 dan Tahun 2025.

a) Kegiatan timber Cruising pada areal hutan alam dilakukan dengan
metode jalur sesuai dengan acuan Permenhut No. 8 Tahun 2021
Lampiran IX. Sedangkan pada areal hutan tanaman kegiatan timber
cruising dilakukan dengan metode Temporary Sampling Plot (TSP)
pada umur tanaman 6 tahun (sebelum pebangan) dan Permanent
Sample Plot (PSP) pada umur tanaman 1-6 tahun dengan intensitas
sampling 2% pada TSP dan 0,1 % pada PSP.

b) Terdapat dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan PSP dan
kegiatan TSP yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

c) Terdapat Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum
Penebangan (ITSP) pada areal Hutan Alam (LOA/Semak Belukar)
pada areal Wilayah Sambarata, wilayah Birang, wilayah Suaran dan
Wilayah Tabalar sebagai berikut :

No. Wilayah Luas (Ha) Jml. Pohon Volume (M?3)
1. | Sambarata 1.069,74 37.420 32.364,02
2. | Birang 1.227,94 57.874 46.116,39
3. | Suaran 309,22 31.850 20.837,95
4. | Tabalar 491,56 21.945 28.499,69

d) Kelengkapan Dokumen kegiatan timber cruising atau invetarisasi
tegakan sebelum penebangan (ITSP) pada PBPH PT Tanjung
Redeb Hutani pada areal Hutan Alam (LOA/Semak Belukar) dan
kegiatan PSP/TSP pada areal hutan tanaman yang dapat diverifikasi
antara lain:

e Laporan Hasil Pengukuran Temporary Sample Plot (TSP) dan
Permanent Sample Plot (PSP) pada PBPH PT Tanjung Redeb
Hutani Tahun 2024 (Umur Tanaman 1 — 6 Tahun). Laporan
dibuat oleh GanisPH Canhut atas nama RIYANTO, S.Kom.
dengan Nomor Register 01230007120 dengan masa berlaku
Register 24 Juli 2022 s/d 28 Desember 2027.

e Rekapitulasi hasil inventarisasi Temporary Sampling Plot (TSP)
pada umur tanaman 6 tahun (sebelum pebangan) dan
Permanent Sample Plot (PSP) pada umur tanaman 1-6 tahun
dengan intensitas sampling 2% pada TSP dan 0,1 % pada PSP

e Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
(ITSP) pada areal Hutan Alam (LOA/Semak Belukar) pada areal
Wilayah Sambarata, wilayah Birang, wilayah Suaran dan Wilayah
Tabalar.

o Dokumen Pakta Integritas kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada areal LOA.

e Peta Penyebaran Pohon Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum
Penebangan (ITSP) pada areal Hutan Alam (LOA/Semak
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Belukar) pada areal Wilayah Sambarata, wilayah Birang, wilayah
Suaran dan Wilayah Tabalar yang dibuat dengan Skala 1 :
10.000. peta penyebaran pohon dibuat GANISPH CANHUT
GanisPH CANHUT atas nama SUGIARY dengan Nomor Register
01230006708 dengan masa berlaku Register 24 Juli 2023 s/d 31
Juli 2025.

4. | Verifier 2.2.1. b.

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang
dan bukti implementasinya di lapangan.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen penetapan
Justifikasi yang memuat areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung serta dapat

diverifikasi keberadaannya di lapangan.

Penetapan areal yang tidak boleh ditebang atau areal Kawasan lindung

berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2018-2027

serta melalui surat keputusan penetapan Kawasan lindung oleh Direktur

Utama PT Tanjung Redeb Hutani serta telah digambarkan dengan jelas

didalam peta RKUPH maupun peta RKTPH dengan menggunakan warna

merah maron.

Pada saat pelaksanaan audit dapat diverifikasi keberadaan pengelolaan

areal yang tidak boleh ditebang dengan beberapa bukti berupa verifikasi

dokumen maupun bukti verifikasi lapangan antara lain sebagai berikut

1) Peta Lampiran Perubahan RKUPH-HT Periode Tahun 2018 — 2027
PT Tanjung Redeb Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan
Timur pada areal luas 185.840 Ha dengan skala 1:105.000 yang
telah dibuat oleh GANISPH Canhut.

2) Peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 pada areal seluas
185.840 Ha dengan skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh GanisPH
CANHUT atas nama SUGIARY dengan Nomor Register
01230006708.

3) Surat Keputusan Direktur Utama PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
tentang Penetapan Kawasan Lindung pada areal PBPH PT Tanjung
Redeb Hutani Nomor: 033/SK-1/06-/2022 tanggal 6 Juni 2022.
dengan rincian:

No. Kawasan Lindung Luas (Ha)
1. | KL Daerah Tangkapan Air (DTA) 32.660,78
2. | Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) 676,00
3. | Kawasa Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) 789,44
4, KL Sempadan Sungai 8.765,49
5. | KL Sempadan Mata Air 101,64
6. KL Koridor Satwa 1.584,06
7. | KL Areal Rawa dan Berbatu 2.622,20
8. | KL Areal sempadan Bendungan 48,69
9. Kawasan Lindung Tubuh Air 69,44
Total Kawasan Lindung 47.317,74

Kawasan tidak boleh ditebang yang terdapat dalam areal RKTPH 2024
dan areal RKTPH 2025 dan telah digambarkan dalam Peta RKTPH terdiri
Kawasan lindung sempadan sungai, Kawasan lindung sumber mata air,
Kawasan lindung areal rawa serta berbatasan Kawasan lindung areal
konservasi.
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Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang

tidak boleh ditebang sebagai berikut :

1) Kawasan Lindung Sempadan Sungai MANING wilayah Birang pada
koordinat N: 02° 21’ 30,13” dan E: 117" 29’ 28,97".

2) Kawasan Lindung Sempadan Sungai Punang wilayah Sambarata
pada koordinat N: 02° 16’ 39,93” dan E: 117" 18’ 22,79".

3) Kawasan Lindung Mata Air Km. 34 wilayah Sambarata pada
koordinat N: 02° 20’ 51,98” dan E: 117" 16’ 08,26".

4) Kawasan Lindung Areal Rawa wilayah Sambarata pada koordinat N:
02° 20’ 35,25” dan E: 117° 16’ 32,85".

5. | Verifier 2.2.1.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta
dan implementasinya di lapangan.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan Penandaan lokasi blok
Justifikasi tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti

keberadaan implementasinya di lapangan.

Dapat diverifikasi keberadaan pengelolaan areal / Penandaan lokasi Blok

Tebangan dengan beberapa bukti antara lain sebagai berikut:

1) Lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 pada
areal seluas 185.840 Ha dengan skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh
GanisPH CANHUT atas nama SUGIARY dengan Nomor Register
01230006708.

2) Dokumen Berita Acara Pembuatan dan Pemeliharaan Batas Petak
Wilayah Tabalar, Wilayah Birang, Wilayah Sambarata dan Wilayah
Suaran Nomor: 01/TRH-WIL-TB/I/2024 tanggal 15 Januari 2024
yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Perencanaan;
SUHANDIONO.

3) Dokumen Berita Acara Pembuatan dan Pemeliharaan Batas Blok
RKT 2025 Wilayah Tabalar, Wilayah Birang, Wilayah Sambarata dan
Wilayah Suaran Nomor: 17/TRH-WIL-TB/1/2024 tanggal 17 Juni 2024
yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Perencanaan; RUDI
JUWANTO.

Verifikasi lapangan dengan bantuan aplikasi Avenza Map menggunakan

HP Android, mendapatkan bahwa dapat dipastikan adanya kesesuain

penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2024

maupun pada areal RKTPH 2025 sebagai berikut :

1) Plang RKTPH Tahun 2024 Wilayah Suaran terletak pada
koordinat N: 02° 01’ 42,77” dan E: 117° 30’ 27,86”.

2) Plang RKTPH Tahun 2025 Wilayah Suaran terletak pada
koordinat N: 02° 00’ 51,73” dan E: 117° 34’ 45,01”.

3) Batas Blok RKTPH 2025 dan Petak T.194A wilayah Tabalar pada
koordinat N: 01° 46’ 51,98” dan E: 117° 52’ 51,34”.

4) Plang RKTPH Tahun 2025 Wilayah Birang terletak pada koordinat
N: 02° 21’ 30,05” dan E: 117° 29’ 28,86".

5 Batas Petak S23D dan S26D Wilayah Suaran terletak pada
koordinat N: 02° 00’ 51,95” dan E: 117° 34’ 44,92".

6) Batas Petak 65 dan 65 A Wilayah Sambarata terletak pada
koordinat N: 02° 18’ 44,64” dan E: 117° 20’ 12,90”.

7) Batas Petak 71A dan 71C Wilayah Sambarata terletak pada
koordinat N: 02° 18’ 44,48” dan E: 117° 20’ 12,67".

8 Plang Batas Blok RKTPH 2024 Wilayah Sambarata terletak pada
koordinat N: 02° 18’ 24,15” dan E: 117° 20’ 28,08”.
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6. | Verifier 2.2.1.d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh
alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan budidaya tanaman.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani merupakan PBPH Hutan Tanaman
Justifikasi namun masih melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal
yang digunakan untuk penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan budidaya HTI di hutan produksi.
Terdapat rencana pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan alam
pada RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025
sebagai berikut:
N Rencana Rencana Tebang P;eeal:las::an Persentase (%)
o Tebang Luas Luas Vol Vol
Tah : 0
ahun (Ha) Vol. (M3) (Ha) (M3) Btg (M3)
RKTPH 158.623,2 79.077,6 | 32,30 | 49,85
1| 2003 3.529,62 5 | 1-140,00 5 % %
RKTPH 127.818,0 72.720,0 | 34,47 | 56,89
2 | 5004 3.097,97 5 | 1.067.74 7 % %
RKTPH 125.629,6 o 0
3 | 5025 1.370,60 1 65,37 | 4.782,72 | 477% | 3,81 %
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara acak dapat dilihat bahwa
lokasi dan volume penebangan telah sesuai antara peta dan
implementasi dilapangan
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat
1 | Verifier 3.1.1.a Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan penatausahaan
kayu secara online menggunakan SIPUHH Online. Terdapat sarana dan
prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat
keras maupun sumberdaya manusianya.

Terdapat buku ukur yang telah dibuat di TPK Hutan PBPH PT Tanjung
Redeb Hutani oleh penanggungjawab P2LHP atas nama MAISIA AMBO
dengan Nomor Register SIGANISHUT 23220007780 dan atas nama
SUHERIYANTO dengan Nomor Register SIGANISHUT 23220008271.

Terdapat penerbitan LHP yang telah dibuat berdasarkan Buku Ukur
selama periode audit dengan rincian sebagai berikut :

LHP Kayu Hutan Alam / LOA LHP Kayu Hutan Tanaman
No Periode i - T
Penerbitan LHP ml. atan mi.
LHP g Volume LHP SM Volume
RKTPH 2023
1. | (Mei s/d Des. 42 set | 11.934 48'632’§ 4set |82.147,02 | 48.466,74
2023)
RKTPH 2024
2. | (Jan. s/d Des. 78 set | 15.938 72'720’3 29 set 325'899’2 192.280,98
2024)
3. | RKTPH 2025 3set | 1446 | 4.782,72 |37 set |24.371,40 | 14.379,12
Jumlah : 123 set | 29.318 126'135'2 70 set 432'418'2 255.126,84
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Penerbitan LHP telah dilakukan di TPK Hutan PBPH PT Tanjung Redeb
Hutani oleh penanggungjawab P2LHP atas nama MAISIA AMBO dengan
Nomor Register SIGANISHUT 23220007780 dan atas nama
SUHERIYANTO dengan Nomor Register SIGANISHUT 23220008271.
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan lokasi TPn dan TPK
Hutan serta penetapan TPK Antara sebagai berikut :

1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada areal RKTPH Tahun
2024 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengembangan PT
Tanjung Redeb Hutani (SK RKTPH 2024) No. 005/SK-1/12-2023
tanggal 29 Desember 2023.

2) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada areal RKTPH Tahun
2025 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengembangan PT
Tanjung Redeb Hutani (SK RKTPH 2025) No. 002/SK-1V/2-2025
tanggal 21 Februari 2025.

3) Penetapan Lokasi TPK Antara pada RKTPH Tahun 2024 berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani
Nomor: 001/SK-11/01-2024 tanggal 2 Januari 2024

4) Penetapan Lokasi TPK Antara pada RKTPH Tahun 2025 berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani
Nomor: 001/SK-11/01-2025 tanggal 1 Desember 2025.

Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan penatausahaan

kayu secara online menggunakan SIPUHH Online. Terdapat sarana dan

prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat
keras maupun sumberdaya manusianya dan telah menunjuk Operator

SIPUHH atas nama JOKO SARONO berdasarkan Surat Keputusan

Direktur SDM dan Umum PBPH PT Tanjung Redeb Hutan Nomor:

008/SK-V/01-2021 tanggal 2 Januari 2021.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada selama periode audit
Resertifikasi S-PHL bulan Mei 2023 s/d bulan April 2025, posisi mutasi
kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

Kayu Hutan Alam Kayu Hutan Tanaman

No. Uraian Batan | Volume Volume
3 SM 3
] (M) (M)

Stok Awal (Mei

2023) 6.936 | 21.465,77 | 43.312,95 | 25.554,90

2. | Penambahan (LHP) | 29.254 126.101,4 | 432.418,3 | 255.126,8

9 4 4
Pengurangan
3 (DKDS dan 33.243 139.308,3 462.864,0 273.089,7
. 8 3 7
Penjualan)
4. as:‘:j'i‘tAkhi' zaat 2047 | 8.25888 | 12.867,26 | 7.591,97

Uji petik kesesuaian

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap
sampel di TPK Antara Suaran dan TPK Antara Tasuk sebanyak 294
batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil
antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang.
Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar
tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :

- Nomor kayu : SESUAI

- Jenis Kayu : SESUAI

- Perbedaan volume : Volume LHP 721,37 m3, pengukuran
uji petik 729,41 m3. Selisih pengukuran 8,04 atau
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1,10 % sehingga Uji petik dapat diterima dengan
nilai kurang dari 5%.
Uji petik terhadap stok kayu hutan tanaman tidak dapat dilakukan karena
posisi stok kayu tanaman seluruhnya telah dipindahkan ke TPK Antara
sehingga penumpukan setiap Stapel meter sudah tidak dilakukan lagi.

Kegiatan uji petik terhadap sampling penomoran barcode pada batang
kayu telah dilakukan di TPK Antara dan penomoran batang telah sesuai
dengan kayu di LHP dan kayu telah diLHP-kan serta dibayar kewajiban
PSDH dan DRnya.

Berdasarkan catatan LMKB di TPK Antara, untuk produksi kayu yang
tumbuh alami yang sampai saat audit masih tercatat sebanyak 2.947
batang dengan volume 8.258,88 m3 yang merupakan sisa produksi kayu
dari tahun 2016 s/d tahun 2022.

Hasil observasi lapangan di TPK Antara Suaran pada titik koordinat N:
020 03’ 16,91” dan E: 1170 41’ 34,92” serta di TPK Antara Tasuk
Sambarata pada titik koordinat N: 020 09’ 47,80” dan E: 1170 23’ 22,24”
menunjukkan bahwa keberadaan kayu tersebut sudah rusak dan hancur
sehingga tidak dapat dihitung dan diukur sehingga tidak dapat
dimanfaatkan/dipergunakan. Untuk itu maka PT TRH dapat mengambil
keputusan untuk penghapusan keberadaan kayu tersebut pada
dokumen LMKB melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan
penatausahaan kayu yang berlaku.

2 | Verifier 3.1.2.a

Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah
dilindungi dokumen angkutan yang sah

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan Dokumen SKSHHK
Justifikasi yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas

pemindahan/pengangkutan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal.
Dokumen SKSHHK telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu log dari
TPK Hutan ke Industry, dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK
Antara ke Industri.

Kayu Hutan Alam / LOA Kayu Hutan Tanaman

No Penerbitan

SKSHHK Jumla Batan Jumla
h (set) g Volume h (set) SM Volume

Dari TPK
1. Hutan ke TPK
Antara

a. RKTPH 50.098,8
2023 912 | 12,334 0

b. RKTPH 74.602,2
2024 1,262 | 16,198 0

c. RKTPH
2025

Dari TPK
2. Hutan ke
Industri

a. RKTPH
2023

b. RKTPH
2024

c. RKTPH
2025

Dari TPK
3. | Antarake
Industri

1,125 52.352,90 | 30.888,21

379.502,0 | 223.906,1

7,871 0 8

106 1,6 | 4.902,14 1,022 | 45.418,41 | 26.796,86

18 154 119,42 0 0 0
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a. RKTPH 48,9549
2023 28 | 12,265 5 17 72.804,92 | 42.954,90
b. RKTPH 79.687,1 369.065,0 | 217.748,4
2024 37 | 17,493 9 54 8 0
c. RKTPH 10.666,2
2025 80 3,485 7 10 45.297,26 | 26.725,38

Hasil uji petik terhadap kesesuaian antara dokumen SKSHHK Penjualan
dengan dokumen jual beli kayu bulat telah sesuai.

Guna kelancaran pelaksanaan penata usahaan hasil hutan kayu, PBPH
PT Tanjung Redeb Hutani telah menunjuk dan menugaskan personil
GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan
rincian sebagai berikut:

1. Suparji sebagai P2SKSHHK Wilayah Suaran/Tabalar dengan
Noreg. 23220007552

2. Yusak MP, sebagai P2SKSHHK wilayah Brg/Smbrt/Srn/Tblr Noreg.

23220007109

3. Maisia Ambo, sebagai P2LHP wilayah Birang & Smbrt Noreg.

23220007780

4. Anjas Nabile, sebagai P2SKSHHK wilayah Birang & Smbrt Noreg.
23220007747

5. Sugeng, sebagai P3KB wilayah Brg/Smbrt/Srn/Tblr
Noreg.23220008471

6. Suheriyanto, sebagai P2LHP wilayah Suaran/Tabalar
Noreg.23220008271

7. Shidiq Fadillah, sebagai P3KB wilayah Suaran/Tabalar
Noreg.23230018395

Jumlah GanisPH PKB sesuai dengan simpul PUHH yang ada masih
belum mencukupi kebutuhan.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan lokasi TPn dan TPK
Hutan serta penetapan TPK Antara sebagai berikut :

1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada areal RKTPH Tahun
2024 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengembangan PT
Tanjung Redeb Hutani (SK RKTPH 2024) No. 005/SK-1/12-2023
tanggal 29 Desember 2023.

2) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada areal RKTPH Tahun
2025 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengembangan PT
Tanjung Redeb Hutani (SK RKTPH 2025) No. 002/SK-1V/2-2025
tanggal 21 Februari 2025.

3) Penetapan Lokasi TPK Antara pada RKTPH Tahun 2024 berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani
Nomor: 001/SK-11/01-2024 tanggal 2 Januari 2024

4) Penetapan Lokasi TPK Antara pada RKTPH Tahun 2025 berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani
Nomor: 001/SK-11/01-2025 tanggal 1 Desember 2025.

Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan penatausahaan

kayu secara online menggunakan SIPUHH Online. Terdapat sarana dan

prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat
keras maupun sumberdaya manusianya dan telah menunjuk Operator

SIPUHH atas nama JOKO SARONO berdasarkan Surat Keputusan

Direktur SDM dan Umum PBPH PT Tanjung Redeb Hutan Nomor:

008/SK-V/01-2021 tanggal 2 Januari 2021

3. | Verifier
3.1.3.a

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang
PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
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Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai
ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu setiap
batang yang diproduksi. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi
penomoran produksi dengan menggunakan plastic ekolin warna putih
yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor
produksi dengan nomor barcode yang ada.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat diverifikasi penggunaan
barcode yang dilakukan dari TPK Hutan seluruh kayu yang sudah di LHP
kan sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi :

Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID
Barcode pada setiap batang kayu di TPK Hutan yang dapat dibaca
dengan barcode scanner dapat dilakukan secara langsung. Penandaan
berupa Label ID Barcode, label ekolin warna kuning atau putih untuk
kode nomor produksi.

Untuk hasil produksi kayu pada hutan tanaman, pada saat observasi
lapangan diketahui bahwa seluruh kayu hasil tanaman telah dipindahkan
ke TPK Antara dan ditumpuk secara bersamaan, sehingga penandaan
kayu KBK sesuai Stapel Meter tidak dapat dilakukan. Hasil pemeriksaan
pemasangan identitas kayu pada Stapel meter/tumpukan kayu
berdasarkan arsip dokumentasi auditee yaitu dengan menggunakan
karpet warna kuning dengan identitas KBK dan lokasi penebangan.

Verifier
3.21.a

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
dan dibayar lunas.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Dapat diverifikasi bahwa SPP PSDH dan DR telah diterbitkan sesuai
dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban PSDH dan DR
diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan.

Pada periode audit Resertifikasi S-PHL (Mei 2023 — April 2025) dapat
diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH untuk kayu dari hutan alam
dan PSDH dari kayu budidaya hutan tanaman telah sesuai dengan LHP
yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2023, Tahun 2024 dan
Tahun 2025 dengan total DR dan PSDH yaitu sebagai berikut :

No | Periode Kayu Hutan Alam / LOA A L
Penerbitan Tanaman
LHP PSDH DR (US$) DR (Rp.) PSDH
1. | RKTPH 2023 | 3.875.115.230, | 793.694,4 - | 407.120.616,0
(Mei s/d 00 3 0
Des.)
2. | RKTPH 2024 | 5.548.100.130, | 1.063.130, | 1.818.350.750, | 1.870.136.708,
00 19 00 00
3. | RKTPH 2025 | 372.771.730,0 1.118.315.190, | 120.784.608,0
0 00 0
Jumlah: | 9-795.987.090 | 1.856.824, | 2.936.665.940 | 2.398.041.932
) ,00 62 ,00 ,00

Atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Tanjung
Redeb Hutani telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang
diterbitkan melalui SIPNBP.
Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Tanjung Redeb Hutani,
dapat diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan
sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit
dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP
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5.

Verifier 3.3.1.

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable
untuk sertifikasi awal)

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Kegiatan audit saat ini adalah audit Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT
Tanjung Redeb Hutani yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan
Lestari (PHL) dengan Nomor 007.SPHPL.019-IDN berlaku sampai
dengan 22 Juni 2025 dan Perjanjian sub lisensi penggunaan tanda SVLK
yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya.

Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di
log kayu bergambar Tanda SVLK bertuliskan “64-01-0004” dan
dokumen SKSHHK bergambar Tanda SVLK bertuliskan “64-01-0004".

Prinsip 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

Verifier 4.1.1.

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen AMDAL berupa
Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Amdal kegiatan terpadu
Pabrik Pulp dan Hutan Tanaman Industri Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu
Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal
02 Februari 1996. Di samping itu terdapat Buku Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) beserta
Peta lampiran.

Dalam SK tersebut disebutkan tentang Persetujuan Analisis Dampak
Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Kegiatan Terpadu Pabrik Pulp, Hutan Tanaman
Industri, Pelabuhan Khusus dan Fasilitas Penunjangnya PT Kiani Kertas
dan PT Tanjung Redeb Hutani di Propinsi Kalimantan Timur.

Proses disahkannya AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dimana dilakukan penilaian dari Komisi AMDAL Terpadu
Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan
Rencana Pemantauan Lingkungan, di Kabupaten Daerah Tingkat Il
Berau, Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Timur disetujui berdasarkan
Rapat tanggal 28 Agustus 1995.

Verifier 4.1.2. a.

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Bahwa dokumen AMDAL serta RKL dan RPL pada Pt Tanjung Redeb
Hutani telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan
Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996,
maka demikian pula halnya dengan dokumen RKL dan RPL yang
menjadi satu kesatuan dengan dokumen AMDAL.

Berdasarkan hasil verifikasi untuk kesesuaian dan konsistensi antara
dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) diketahui bahwa seluruhnya telah sesuai
baik dari segi Fisik-Kimia tanah dan air, Biologi dan Sosial. Seluruhnya
tertera dalam matrik kegiatan dari dokumen RKL-RPL PT Tanjung Redeb
Hutani

Beberapa komponen yang dikelola berdasarkan dokumen rencana
pengelolaan lingkungan (RKL) dan dipantau berdasarkan dokumen
rencana pemantauan lingkungan (RPL) pada PT Tanjung Redeb Hutani
antara lain adalah:
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a. Komponen Fisik Kimia
b. Komponen Biologi
c. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta

d. Komponen Kesehatan Masyarakat.

Dalam Matrik RKL PT Tanjung Redeb Hutani , tertulis jenis dampak
penting yang akan dikelola/dikendalikan/ditanggulangi.

3 | Verifier 4.1.2. b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada
instansi terkait sesuai dengan matrik

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari
Justifikasi dokumen RKL dan RPL yang telah disusun dan ditetapkan pada PBPH

PT Tanjung Redeb Hutani.

PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan
pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan
dalam Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada Tahun 2023
dan Tahun 2024 dan telah disampaikan/ dilaporkan kepada Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pelaporan
Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) sebagai berikut :
a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar | tahun 2023.
dengan ID-TTE: 1701490295-5684; Periode TTE: 1 Januari 2023
s/d. 30 Juni 2023 dan waktu Cetak TTE tanggal 2 Desember 2023.
b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar Il tahun 2023.
dengan ID-TTE: 1705040667-5864; Periode TTE: 1 Juli 2023 s/d.
31 Desember 2023 dan waktu Cetak TTE tanggal 12 Januari 2024.

c. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar | (Januari —
Juni) tahun 2024. dengan ID-TTE: 1720493822-5864; Periode
TTE: 9 Juli 2024 s/d. 9 Juli 2024 dan waktu Cetak TTE tanggal 9
Juli 2024.

d. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar Il tahun 2024.
dengan ID-TTE: 1736903914-5864; Periode TTE: 1 Oktober 2024
s/d. 15 Januari 2025 dan waktu Cetak TTE tanggal 15Januari 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT
Tanjung Redeb Hutani antara lain:

a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan kawasan lindung
pada Sempadan Sungai antara lain pada Sungai MANING wilayah
Birang pada koordinat N: 02° 21’ 30,13” dan E: 117° 29’ 28,97”;
Sempadan Sungai Punang wilayah Sambarata pada koordinat N:
02" 16’ 39,93” dan E: 117° 18’ 22,79”;

b. Kawasan Lindung Mata Air Km. 34 wilayah Sambarata pada
koordinat N: 02° 20’ 51,98” dan E: 117" 16’ 08,26".

c. Kawasan Lindung Areal Rawa wilayah Sambarata pada koordinat
N: 02° 20’ 35,25” dan E: 117° 16’ 32,85".

d. Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang
berada di Basecamp Suaran (N: 02° 00’ 49,84” dan E: 117° 39’
00,59”), Basecamp Birang (N: 02° 21’ 04,13” dan E: 117° 28’
52,99”), Basecamp Sambarata (N: 02° 22’ 15,51” dan E: 117° 16’
01,96”) dan Basecamp Tabalar (N: 01° 50’ 14,90” dan E: 117° 47’
24.67");

Pemantauan debit air sungai dengan stik ukur;
Pemasangan spanduk larangan membakar hutan dan lahan;

g. Pemasangan spanduk larangan illegal logging dan illegal mining;
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h. Pemantauan Erosi;

i. Pemantauan Indeks Bahaya Kebakaran/Fire Danger Rating (FDR) di
beberapa tempat di wilayah Sambarata, Birang, Suaran maupun di
wilayah Tabalar.

j-  Penguijian fisik dan kimia air (LHU) sesuai dalam dokumen laporan
RKL dan RPL;

k. Pemasangan papan larangan dan himbauan lainnya;

Kelola sosial berupa bantuan dan CSR.

m. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan
dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan
tenaga kerja lokal.

Prinsip 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1. | Verifier 5.1.1. a : | Pedoman/prosedur K3

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah Menyusun dokumen
identifikasi bahaya, resiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3
berupa Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian
Resiko K3 (IBPR). Identifikasi bahaya dan Resiko meliputi aktifitas
pekerjaan Nursery, Penyiapan Lahan, Penanaman dan Pemeliharaan
Tanaman, Pemanenan serta Pemuatan Hasil Panen. Dokumen
Identifikasi Bahya dan Resiko dibuat di Gunung Tabur pada tanggal 12
Januari 2025 oleh Ketua K3; EDY SURYA DHARMA.

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan judul dokumen Standar
Operasional Prosedur dengan nomor dokumen No. 16/TRH-PH&S-
Doc/X/2020 Revisi 02 yang terbit tanggal 1 Oktober 2020, yang terdiri
dari 6 halaman.

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan
Keputusan Nomor KEP.566/0919/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 30
Januari 2019 yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Januari
2019 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas; ABU HELMI, SE. MSi. NIP.
19620407 198811 1 011.

Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut :

e Ketua : Edy Surya Darma, S.Hut

e  Wakil Ketua : Merifin Regend, AMK

e Sekretaris : Herni Rupa, S.Pd

e Anggota : Mujimin, Darmawan, Syahruddin, Tito
Guswanto, Edy Yanto, ID Ayu Ratih Yulianti, Surahman,
Sugiary SP, Dwi Putrani SP, Djoenedy, M. Adib, Jalaluddin
Gobel, Marzuki, Abdul Razak Tuni, Musaid Wael, Aditia
Rahman, S.IP.

2. | Verifier 5.1.1.b : | Ketersediaan peralatan K3

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah Menyusun dokumen
identifikasi bahaya, resiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3
berupa Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian
Resiko K3 (IBPR). Identifikasi bahaya dan Resiko meliputi aktifitas
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pekerjaan Nursery, Penyiapan Lahan, Penanaman dan Pemeliharaan
Tanaman, Pemanenan serta Pemuatan Hasil Panen. Dokumen
Identifikasi Bahya dan Resiko dibuat di Gunung Tabur pada tanggal 12
Januari 2025 oleh Ketua K3; EDY SURYA DHARMA.
PT Tanjung Redeb Hutani berupaya menyediakan sarana dan
prasarana peralatan K3 sesuai dengan dokumen identifikasi bahaya,
resiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3 antara lain berupa
Helm Keselamatan, Kacamata Pengaman, Masker, Sepatu Pelindung,
Sepatu Boots, Sarung Tangan, Safety APAR, sesuai dengan kebutuhan.
Keberadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 dapat diverifikasi
di lapangan, diantaranya :
v" Kotak P3K tersebar di Kantor Camp persemaian, Mess, Kantin,
disetiap BaseCamp wilayah PBPH PT Tanjung Redeb Hutani.

v" APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor,
Mess, Kantin, Logpond serta tempat lain disetiap BaseCamp
wilayah PBPH PT Tanjung Redeb Hutani.

v' Terdapat ruang perawatan Kesehatan berada di BaseCamp
wilayah PBPH PT Tanjung Redeb Hutani.

v Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) -
Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3.

v" Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan

3. | Verifier5.1.1.c . | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Terdapat arsip catatan kecelakaan kerja yang menjadi bagian dari
Justifikasi Laporan Bulanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki catatan kecelakaan kerja yang
menjadi bagian dari Laporan P2K3 Triwulan yang telah dibuat dan
dilaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Berau Cc. Subbid Pengawasan K3.

Laporan Bulanan P2K3 Triwulan telah disampaikan kepada Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sesuai bukti
pada surat pengantar berupa paraf dan stemple kantor Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan rincian :

a. Laporan P2K3 Triwulan Periode Januari s/d Maret 2024 Nomor
20A/KTR-TRH-IV/ -2024, telah diterima oleh Erwin Junaidi tanggal
15 April 2024

b. Laporan P2K3 Triwulan Periode Juli s/d September 2024 Nomor
15A/KTR-TRH-II/X-2025, telah diterima oleh Sab’an tanggal 7
Oktober 2024.

c. Laporan P2K3 Triwulan Periode Januari s/d Maret 2025 Nomor
045A/KTR-TRH-11/04-2025, telah diterima oleh Sab’an tanggal 14
April 2025.

Berdasarkan Wawancara dengan PIC Ketua P2K3 pada PBPH PT

Tanjung Redeb Hutani, Bapak Edy Surya Dharma, S.Hut. diketahui

bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki upaya yang dilakukan

untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain seperti:

v" Penyediaan Sarana dan Prasarana K3.

v' Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Pkerjaan untuk Safety.

v' Dalam bekerja selalu menyesuaikan diri dengan kondisi alam
misalnya cuaca hujan panas.

v" Melakukan rapat secara rutin dimana salah satu agenda adalah
pembahawasan masalah K3
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v" Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan
kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja.

v" Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama,

v" Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk
selalu menggunakan APD dalam berkerja.

v" Himbauan kepada masyarakat luar yang berada di areal
perusahaan untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan
kerja di lingkungan masing masing (Security).

4. | Verifier 5.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan serta
Justifikasi wawancara dengan beberapa karyawan, dapat disimpulkan

dilingkungan karyawan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah dibentuk
Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Perkayuan dan
Perhutanan Indonesia (Serikat Pekerja KAHUTINDO).

Terdapat SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja
Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-001/ORG/DPC SP
KAHUT/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengesahan Komposisi
dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan
dan Perhutanan Indonesia-KSPSI (PUK F SP KAHUT-KSPI) PT Tanjung
Redeb Hutani Site Gunung Tabur.

Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau
No. 251/051.4.KSK tentang pencatatan Pengurus SK Kahutindo pada PT
Tanjung Redeb Hutani.

Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membentuk lembaga
kerjasama Bipartit untuk menjembatari komunikasi antara perusahaan
dan karyawan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan.

Lembaga Kerjasama Bipartit pada PBPH PT Tanjung Redeb Hutani
telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Berau. Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor: 560/032/Hubin
tanggal 12 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor: 001/EXT-
PM/HPMU_MBA/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dengan masa berlaku
mu;lai dari tanggal 12 Mei 2023 s/d. 12 Mei 2026.

5. | Verifier 5.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Justifikasi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Berau dengan Surat Keputusan No. KEP.560/012.4.KSK
tanggal 4 Mei 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PT
Tanjung Redeb Hutani, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. SK Pengesahan
Dokumen PKB telah diperbaharui sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan Surat
Keputusan No. KEP.560/027/Hubin tanggal 22 April 2024.

Terdapat dokumen berupa buku Perjanjian Kerja Bersama Periode
2024 - 2026 dan Berita Acara Hasil Perundingan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Serikat
Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Tanjung Redeb Hutani Periode
Tahun 2021 - 2022 yang ditandatangai oleh Wakil Manajemen PT
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Tanjung Redeb Hutani dan Wakil SP Kahut PT Tanjung Redeb Hutani
pada tanggal 14 Desember 2023.

Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024 — 2026 terdiri atas
XVII Bab dengan 71 Pasal.

6. | Verifier 5.2.3

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Dapat diverifikasi data karyawan periode bulan April 2025 pada PBPH
Justifikasi PT Tanjung Redeb Hutani seluruhnya sebanyak 231 orang yang

terdiri atas karyawan laki laki sebanyak 188 orang dan karyawan
prempuan sebanyak 43 orang.

Berdasarkan hasil tinjauan Data Karyawan dan wawancara dengan
Bapak EDY SURYADHARMA selaku Management Representatif (MR),
dapat dipastikan bahwa tidak terdapat satu orang pun karyawan di
lingkungan kerja PBPH PT Tanjung Redeb Hutani yang berusia dibawah
18 (delapan belas) tahun.

Terdapat Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Direktur SDM dan
Umum PT Tanjung Redeb Hutani yang dibuat dan ditandatangani pada
tanggal 22 Mei 2023 oleh Direktur SDM dan Umum; Ir. SUGENG
URIPNO, yang menyatakan bahwa, "PT.Tanjung Redeb Hutani tidak
mempekerjakan anak atau karyawan dibawah umur".

Karyawan termuda atas nama RESTIANI ULUS (Karyawan PKWT
Wilayah Suaran) yang lahir di Lancang pada tanggal 31 Juli 2006
dengan nomor KTP 5315037107060001 dan mulai bergabung dengan
PBPH PT Tanjung Redeb Hutani pertanggal 6 Januari 2025 sebagai
Pelaksana Persemaian, sehingga pada saat masuk mulai bekerja yang
bersangkutan telah berusia 18 tahun 6 bulan. Selanjutnya pada saat
pelaksanaan audit Resertifikasi S-PHL ini yang bersangkutan telah
berusia 18 tahun 10 bulan.
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KESIMPULAN AUDIT

1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat
BAIK, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 82,54% dari nilai maksimum yang dapat
dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan indikatornya
sebagai berikut :

INDIKATOR PHL
No. ASPEK Nomor Nilai Nilai Nilai
Kinerja Kematangan | Maksimum
1.1 Baik 3 3
1.2 Sedang 2 3
1. PRASYARAT 1.3 Baik 3 3
1.4 Baik 3 3
1.5 Sedang 2 3
2.1 Sedang 2 3
2.2 Sedang 2 3
2.3 Buruk 1 3
2. PRODUKSI 54 Baik 3 3
2.5 Sedang 2 3
2.6 Sedang 2 3
3.1 Baik 3 3
3.2 Sedang 2 3
3. EKOLOGI 3.3 Baik 3 3
3.4 Sedang 2 3
3.5 Sedang 2 3
4.1 Baik 3 3
4.2 Baik 3 3
4, SOSIAL 4.3 Baik 3 3
4.4 Baik 3 3
4.5 Baik 3 3
Jumlah 52 63
Total Nilai Kinerja Indikator 52/63 x 100% = 82,54%
BAIK

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifkasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak
terdapat verifier penyusun standar yang diterapkan (applicable), baik pada Prinsip 1,
2, 3, 4 dan 5 yang diberikan nilai Tidak Memenubhi.

3) Berdasarkan poin1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Tanjung
Redeb Hutani, LULUS audit Resertifikasi dengan predikat BAIK.

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG.
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4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit resertifikasi PHL tanggal 28 Mei —4 Juni 2025, LPVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 20 Juni 2025 kepada PBPH
PT Tanjung Redeb Hutani, bahwa :

1) PT Tanjung Redeb Hutani dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 82,54% ; dan
- MEMENUHI Standar VLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Tanjung Redeb Hutani dapat
diterbitkan kembali untuk masa berlaku 6 (enam) tahun berikutnya dengan predikat
BAIK.

_LPVI:F;‘T Trustindo Prima Karya,

g
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